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EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI INDONESIA

ABSTRAK
SADDAM ORBUSTI RITONGA

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Calon Tunggal, Pemilukada

Pelaksanaan kebijakan'pemerintah terhadap calon tunggal dalam pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan sesuatu yang baru dalam
pemerintahan indonesia. Kebijakan ini baru berlaku sejak tahun 2015 yang lalu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan -Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Setelah dilaksanakan sekali pada tahap pertama pemilihan kepala daerah
serentak pada tahun 2015, kemudian undang-undang ini kembali berubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah -Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam
penelitian ini.sasaran yang menjadi target utamanya adalah untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan‘kebijakan pemerintah, terhadap calon tunggal dalam
pemilihan gubernur, bupati-dan‘walikota di indonesia yang dilaksanakan pada
15 Februari 2017. Sedangkan fenomena yang peneliti dapati pada pemilihan
tersebut adalah™ kenyataan bahwa semua calon tunggal yang mengikuti
pemilihan kepala daerah dengan kondisi calon tunggal di 9 daerah
memenangkan “pemilihan dengan kecenderungan-.menang mutlak. Adapun
untuk menganalisis permasalahan berdasarkan fenomena yang ada dalam
penelitian ini adalah” dengan melakukan.3 pendekatan penelitian, pertama,
Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach). Kedua,
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Ketiga, Studi Perbandingan
(Comparative Study). Selanjutnya, setelah dilakukan analisis, didapatkan hasil
penelitian bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini secara umum
memang sudah terlaksana sesuai dengan peraturan. Namun setelah dilakukan
analisis konseptual bahwa dapat kita lihat kebijakan pemerintah ini belum
memiliki tingkat “Efektivitas dan Efisiensi” yang baik. Hal ini diperkuat
dengan temuan setelah dilakukan perbandingan dengan beberapa negara luar.
Dalam temuan perbandingan ini ditemui bahwa di negara luar seperti Amerika
Serikat juga pernah mengalami situasi pemilihan calon tunggal, hanya saja
disana calon tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang pemilihan
dengan konsep “Wolk Out”, sedangkan di Kanada konsep semacam ini
dinamakan dengan konsep “Aklamasi”.



EVALUATION OF GOVERNMENT
POLICY ON SINGLE CANDIDATES SELECTION OF
GOVERNORS, REGENCY AND MAYORS IN INDONESIA

ABSTRACT
SADDAM ORBUSTI| RITONGA

Keywords: Evaluation, Policy, Single Candidate, Election

he implementation of ‘government policy towards, a single candidate in the
election.of Governors, Regents and Mayors is something new in the Indonesian
government. This policy has only been effective since 2015 based on Law
Number 8 of 2015 concerning Determination of Government Regulations in
lieu of LawNumber 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and
Mayors to Act.After being implemented once in the first phase of regional head
elections simultaneously in 2015, then this law was again changed to Law
Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of
2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law
Number 1Year 2014 concerning the Election of Governors, Regents and
Mayors Becoming Acts. In this study; the main target is to find out how the
implementation of government policies towards single candidates in the
election of governors, regents and mayors in Indonesia was held on 15 February
2017 . Whereas the phenomenon that.the researcher found in the election was
the fact that all single candidates who participated in the election of regional
heads with the conditions of a single candidate in 9 regions won the election
with an absolute tendency to win. As for analyzing the problem based on the
phenomena ‘that = exist in this study is .to do 3 research
approaches, first, Approach to Legislation (Statue Approach). The second,
Conceptual Approach. (Conceptual  Approach). Third, Comparative
Studies (Comparative Study).-Furthermore, after the analysis was carried out,
the results of the study showed that in‘implementing this government policy in
general it had been carried out in accordance with the regulations. However,
after the conceptual analysis that we can see the government's policy does not
yet have the level of "Effectiveness and Efficiency” good. This was confirmed
by the findings after comparison with several foreign countries. In this
comparative finding, it was found that in foreign countries such as the United
States had also experienced a single candidate election situation, except that the
single candidate was immediately declared the winner of the election with the

concept of "Wolk Out", while in Canada this concept was called the concept
of "Acclamation” .
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Gubernur, E dian, shalawat
beserta sala ammad SAW
karena berke an dengan dunia

intelektualita

dalam dunia akademik.

Kemudian, “TESIS” dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Terhadap Calon Tunggal Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota di Indonesia” ini bermula dari permasalahan bagaimana realita yang
terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati

dan/atau walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017 yang lalu dengan hanya
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ada satu pasangan calon, dimana di sembilan daerah yang pemilihan kepala
daerahnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, dan pada kenyataanya

semua pemilihan itu dimenangkan oleh pasangan calon tunggal tersebut dengan

“Evaluasi

Pelaksana k3 erintah Te alo am Pemilihan
Gubernur, r C asih terdapat
kekurangan ba am ha ) sa, gaya si/subtansi dari
mengharapkan

penulis untuk beberapa orang terpenting dalam proses perjalanan penulisan karya

tulis ini, diantaranya :

1. Keluarga besar penulis yaitu Ayahanda Asnawi Ritonga dan Ibunda Nur
Ainun Pohan serta abang dan kakak serta keponakan penulis semuanya

yang telah memberikan support kepada penulis selama ini;
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maupun kekhilafan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.
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Demikianlah pengantar ini penulis buat, semoga karya ilmiah berupa
“TESIS” dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia " ini

memberikan ma
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.

lik®. Negara
Kesatuan Reput ONE RI) s a dima tas didirikan
dengan tujuan gaimana yang
dijelaskan gara Republik
Indonesia bé

s 33 LA LK)

-

maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang
disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang Presiden yang
dibantu oleh seorang wakil presiden. Selain dibantu oleh wakil presiden, presiden

dalam melaksanakan tugasnya juga di bantu oleh menteri yang membidangi

! Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Alinea Ke-4 Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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departemen tertentu. Menteri itu dipilih secara prerogatif oleh presiden itu sendiri

sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

19453,

fﬂ tersebut maka

LT

pulau sebanyak itu, tentulah tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan

suatu negara yang sangat luas wilayah-nya.

Selanjutnya, untuk itu maka dibentuklah daerah — daerah guna menjalankan

tugas pemerintahan di daerahnya masing — masing. Daerah — daerah yang dibentuk

3 Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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tersebut adalah daerah — daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah

kabupaten dan kota, yang tiap — tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang®.

penugasan dari
sebagian urusan
dari pemerintah

daerah provi ah 'ka ten/} elaksanakan sebagian

lah urusan - urusan pemerintahan itu. Urusan — urusan pemerintahan tersebut adalah
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan

pemerintahan umum’.

4 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

5 Pasal 18 Ayat (2 dan 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

® Pasal 1 Ayat (7 dan 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
7 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun urusan — urusan

pemerintahan absolut tersebut adalah sebagai berikut® :

dibagi antara pemerinta Aere : ah kabupaten/kota.

Oleh karena 5 s 3 2 s anaan otonomi

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah?®.
Kemudian, urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud diatas terdiri
atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya urusan

8 Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
° Pasal 9 Ayat (30) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
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pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan

pelayanan dasar’®. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

e.
f.
g.
h.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
J. Komunikasi dan informatika;

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

Opasal 11 Ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Hpasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
12 pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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I. Penanaman modal;
m. Kepemudaan dan olahraga;
n. Statistik;

0. Persandian;

merupakan urusan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di
wilayah kerja masing-masing dan untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud itu, gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh instansi
vertikal, dan selanjutnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,

gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/walikota

13 pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



bertanggungjawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat'*. Adapun urusan pemerintahan umum tersebut terdiri atas™ :

a.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkans.pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang
Dasar _Negara Republik_Indonesia.Fahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

. Pembinaan kerukunan-antarsuku:dan intrasuku, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional,
dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di

wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang ' timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pemerintahan’ /daerah, “sebagaimana..disebutkan diatas

merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah yang

disebut

gubernur untuk kepala daerah provinsi, bupati untuk kepala daerah

kabupaten dan walikota untuk kepala daerah kota yang mana kepala daerah tersebut

di pilih secara demokratis®®.

Demokratis merupakan sebuah kata yang menggambarkan istilah dari

demokrasi. Sebagaimana dijelaskan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kemndikbud bahwa Demokrasi adalah suatu bentuk sistem sedangkan Demokratis

merupakan sifat dari demokrasi itu sendiri. “Demokratis berarti bersifat demokrasi,

4pasal 25 Ayat (2,3 dan 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
15pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
16 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



seperti negara yang demokratis ‘negara yang bersifat demokrasi’ atau ‘negara yang
bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua
warga negara’. Dengan demikian, demokrasi dapat disimpulkan sebagai bentuk dan
sistem pemerintahan negara, sedangkan demokratis dapat diartikan sebagai sifat

negara, misalnya bukan feodalistis ataupun bukan kerajaan?’.

Kemudian, berdasarkan ‘hukum ataupun”aturan main yang diatur dalam
rangka pemilihan kepala daerah sebagaimana dijelaskan diatas, hal tersebut
tentunya sebagai salah satu penguatan tentang posisi kedaulatan di negara ini yang
kedaulatan itu terletak di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal Undang-
Undang Dasar.Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vaitu “kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar*8.

Walaupun sebenarnya pemilihan kepala daerah yang. dilakukan secara
demokratis pada dasarnya masih memberikan multi tafsir apakah pemilihan yang
demokratis itu dilakukan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk
memilih atau demokratis secara perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) provinsi, kabupaten_atau kota, namun tetap saja demokratis disini
merupakan sebuah penguatan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri, karena pada
dasarnya baik itu secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan perwakilan
tetap saja itu adalah rakyat. Namun, sebagai salah satu bentuk atau perwujudan dari

demokrasi itu adalah adanya pemilihan umum untuk memilih elit — elit warga

Yhttp://badanbahasa.kemendik-bud.go.id-lamanbahasa-petunjuk_praktis/357 diakses pada tanggal
6 Maret 20109.
8pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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negara yang akan memegang amanat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan

dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pemilihan umum.merupakan agenda penting dalam usaha mewujudkan tata

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang

selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Y usri Munaf, 2015. “Perspektif Pemilih Suku Melayu dalam Pemilihan Umum di Provinsi Riau”.
Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.



provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan
demokratis?®. Pemilihan secara langsung dan demokratis disini memiliki makna
pemilihan kepala.daerah provinsi, kabupaten.dan kota dilakukan secara langsung

oleh masyarakat secara demokratis.

Pemilihan guberpur.dan“wakil gubernur,/bupati dan wakil bupati serta
walikota dan wakil walikota merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diikuti
oleh 2 (dua) calon atau lebih. Namun hal tersebut berubah dalam rangka
penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota®.

Penyempurnaan sebagaimana dimaksudkan adalah merubah peraturan yang
mengharuskan dalam perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati serta walikota dan'wakil walikota yang semula harus diikuti
minimal 2 (dua) pasangan calon dengan peraturan yang baru maka pemilihan
dengan 1 (satu) pasangan calon boleh diselenggarakan pemilihannya dengan syarat
pendaftaran yang semula telah ditutup harus dibuka kembali selama dua minggu
demi memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin diri atau mencalonkan

orang lain atau partai politik yang ingin mencalonkan seseorang untuk menjadi

2pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.

2lKonsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.



gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil

walikota.

Selanjutnya, untuk dapat lebih jelasnya adalah pemilihan 1 (satu) pasangan

calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi? :

a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang
mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian- pasangan.calon tersebut
dinyatakan memenuhi syarat;

b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan
berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang
dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai
dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat
pasangan calon yang mendaftar;

c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa
kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik
atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon
pengganti atau calon/pasangan pengganti yang diusulkan dinyatakan
tidak -memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)
pasangan calon;

d. Sejak dimulainya'masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
terdapat pasangan calon yang-berhalangan tetap, partai politik atau
gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon
pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan
dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) pasangan calon, atau

e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai
peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan
calon.

Selanjutnya, pada bulan februari tahun 2017 tepatnya pada tanggal 15
dilaksanakanlah pemilihan umum kepala daerah secara serentak di 101 (seratus
satu) daerah diseluruh indonesia baik itu daerah provinsi, kabupaten maupun kota.

Untuk lebih jelasnya, pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini

22pasal 54C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.



dilaksanakan di 7 (tujuh) daerah provinsi, 76 (tujuh puluh enam) daerah kabupaten

dan 8 (delapan) daerah kota®.

Kemudian, dari.101 (seratus satu) daerah yang melaksanakan pemilihan
umum kepala.daerah tersebut, ada beberapa daerah yang hanya memiliki 1 (satu)
pasangan calon (calon tunggal) kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi
demokrasi tersebut. Daerah.yang hanya memiliki/ 1/ (satu) pasangan calon (calon
tunggal) kepala daerah sebagaimana yang penulis sebutkan diatas berjumlah 9
(sembilan) daerah®. Kondisi yang demikian itu tentunya merupakan implikasi dari
peraturan®® yang mengamanahkan untuk tetap dilakasanakannya pemilihan umum
kepala daerah walau hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon kepala daerah untuk

berkontestasi dalam pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan hanya diikuti oleh 1
(satu) pasangan calon kepala daerah tentunya merupakan suatu hal yang baru terjadi
dalam demokrasi di indonesia. Pemilihan dengan hanya diikuti 1 (satu) pasangan
calon sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kancah perpolitikan kekinian®® di

indonesia.

Namun, oleh karena peraturan yang baru telah ditetapkan oleh pemerintah,

hal tersebut tentunya haruslah tetap diselanggarakan walau memang terasa asing

Zwww.kpu.go.id. diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

Z4www.kpu.go.id. diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

#Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

%6Sebelum adanya perubahan demokratisasi politik didalam rangka pemilihan kepala daerah (yang
semula pemilihan dilaksanakan dengan perwakilan atau juga dengan penunjukan langsung dari
pemerintah pusat hingga kini kepala daerah dipilih langsung secara umum oleh masyarakat).
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dan mungkin pelaksanaan dengan hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang
berkompetisi tersebut terasa aneh bagi kita. Kemudian, karena pemilihan umum
kepala daerah dengan hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal) ini
merupakan sesuatu yang baru.terjadi, maka-Komist Pemilihan Umum (KPU)
sebagai - penyelenggara pemilinan umum Kkepala daerah ini tentunya harus

menetapkan bagaimana tatacara. pemilifian-yang.akan dilaksanakan itu.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi
bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat
Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan
undang-undang ini adalah. Pilkada DKI Jakarta.2007. Pada tahun 2011, terbit
undang-undang baru mengenat penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang

digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?’.

27 https://news.detik.com/berita/1961693/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub diakses pada
tanggal 09 Mei 2018.


https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2007
https://news.detik.com/berita/1961693/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya calon tunggal dalam
suatu perhelatan pemilihan umum kepala daerah diantaranya adalah, Pertama?,
adanya sentral pengaruh dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain enggan
untuk melawannya dalam kontestasi politik di.daerah tersebut. Hal ini dikarenakan
orang lain yang akan melawannya sangat kecil kemungkinannya untuk bisa

memenangkan perhelatan pemitinan umum: kepala daerah tersebut.

Kedua®®, adanya upaya yang dilakukan oleh seseorang calon untuk
memborong seluruh partai politik yang ada di daerahnya. Sehingga hal tersebut
membuat calon lain tidak mendapatkan perahu (partai politik) untuk sebagai syarat
pencalonannya. Hal ini memang bukan menjadi alasan yang sangat kuat mengingat
salin jalur partai politik, seorang calon juga bisa mendapaftarkan diri melalui jalur
independen. Namun, yang menjadi kendala dalam pencalonan melalui jalur
indepeden ini adalah mengumputkan. syarat ‘dukungan dari _masyarakat berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 7-10 % dari jumlah Daftar Pemilih yang
ada di daerah tersebut. Jumlah yang- demikian besar itu tentunya sangat
enyulitkanbagi para calon kepala daerahyang ingin.maju dalam kontestasi melalui

jalur independen.

Ketiga®, tingginya syarat perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yakni 20% kursi DPRD menyebabkan rata-rata partai politik tidak

bisa mengusulkan calonnya sendiri karena tidak memenuhi syarat perolehan kursi

Bhttps://m.republika.co.id. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.
2https://m.republika.co.id. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.
$https://m.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.
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tersebut. Oleh karenanya, partai politik harus berkoalisi dengan partai politik lain

untuk mengusung seorang calon kepala daerah.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan KomisisPemilihan Umum (KPU)

Sebaga o nya, bahwa dalam
pelaksanaan  pe : , epala daeral kedua yang
dilaksanakan ¢ i : i 01 daerah yang
emilihan dengan

pala daerah atau

dimenangkan oleh calon tunggal yang berkompetisi (tanpa ada kotak kosong yang
menang)®. Kemenangan calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah

serentak itupun cenderung raihan persentase kemenangannya yang cukup besar.

Slpasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan
Satu Pasangan Calon.

S2www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 19 Juli 2017.
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Untuk melihat secara lebih jelas perolehan dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dengan calon tunggal yang dilaksamakan pada 15 Februari 2017 maka dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 : Perolehan Suara Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah Serentak di Indonesia Pada Tahun 2017.

No | Nama Daerah Nama Rasangan Calon Perolehan | Persentase
Suara

1 Kota Tebing Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, 41.937 71,39%
Tinggi (Sumatera | MM
Utara) Ir. H. Oki Doni Siregar

2 Kah. Tulang Umar Akmad, SP 167.512 96,75%
Bawang Barat Fauzi Hasan, SE., MM
(Lampung)

3 Kab. Pati (Jawa | H. Haryanto, SH., MM., M.Si 519.627 74,51%
Tengah) H. Saiful Arifin

4 Kab. Landak Dr. Karolin Margret Natasa 226.378 96,72%
(Kalimantan Herculanus Heriadi, SE
Barat)

5 Kab. Buton Samsu Umar Abdul Samiun, SH | 27.512 55,08%
(Sulawesi Drs. La Bakry, M.Si
Tenggara)

6 Kab. Maluku Tuasikal Abua, SH 147.920 70,78%
Tengah (Maluku) | Martlatu L. Leleury,SE

7 Kota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, 115.996 84,34%
(Papua) MM

Ir. H. Rustan Saru, MM

8 Kab. Tambrauw [ Gabriel Asem, SE., M.Si 14.608 90,06%
(Papua Barat) Mesak Metusala Yekwam,SH

9 Kota Sorong Drs."EC. Lamberthus Jitmau, 73.974 78,,09%

(Papua Barat)

MM
Dr. Hj. Pahima Iskandar

Sumber : Data olahan penulis dari www.kpu.go.id

Selanjutnya,

Undang-Undang

sebagai  sebuah

produk kebijakan

pemerintahan, setelah dilaksanakan tentu ada kepentingan melakukan evaluasi

kebijakan peerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan yang

bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan — permasalahan sosial
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maupun pemerintahan, tentu memerlukan penilaian tingkat keberhasilan setelah
dilaksanakannya kebijakan tersebut. Sebagaimana dikatakan Winarno® dalam

bukunya bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

Bupati dan Walikota di Indonesia”.

3Budi Winarno. 2012. “Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus”. Yogyakarta : CAPS.
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1.2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena hasil pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah

a Daerah dengan

siensinya dalam

1.3.

agaimana yang telah
penulis uraikan seb jadi dalam pelaksanaan
pemilihan umum kepala da dengan kondisi calon tunggal

yang terjadi di 9 (sembilan) daerah yaitu tidak satupun kotak kosong yang menjadi
penantang calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah yang mampu
mengalahkan calon tunggal dalam pemilihan yang dilakukan. Oleh karena penulis
seperti mana diatas telah menetapkan rumusan masalah, maka dalam rencana

penelitian ini penulis membatasi domain subtansial karya tulis ini hanya pada
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mencari tahu “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Calon

Tunggal Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia’.

Sela

bagaimana di beberapa negara

di luar indo menjadi sebuah
studi perban dengan kondisi

calon tunggal

1.5. Tujuan da

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan dalam melaksanakannya, sebab
tanpa tujuan pastinya penelitian yang dilakukan tidak akan memiliki arah yang jelas
dan hal itu memberikan kemungkinan penelitian tersebut tidak akan berujung.
Kemudian, berdasarkan pokok masalah dan fenomena yang telah peneliti diuraikan
di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk

mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap calon tunggal dalam
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pemilihan gubernur, bupati dan walikota di indonesia” Khususnya yang

dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

‘mﬂm “ \“.ﬁmﬁ. g .Q ebuah penelitian.

Sebab,

‘ﬁ"

maupun

A )

tidak perl

Ke penelitian ini

LY

diharapkan erikan manfaat — manfaz Ji seluruh pembaca.

enjadi salah satu

“kaaaag

enjadi referensi

u pemerintahan.

Tunggal.
3. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan karya tulis ini, kedepannya akan dapat memberikan

rekomendasi kepada seluruh unsur tyang terkait dengan pemilihan umum

kepala daerah apakah harus tetap meneruskan pola yang diterapkan saat

ini atau bahkan akan merubah pola yang akan digunakan dikemudian

hari.
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KAJIAN KEPUSTAKAAN

mengenai kronologi pemerintahan yang dimulai dari tahun 8.000 sebelum masehi

sampai dengan sekarang. Pada awal peradaban manusia yang semula menjadi
pemburu dan peramu, kemudian beralih dengan memelihara ternak dan bercocok

tanam. Mereka dari kelompok pengembara menjadi kelompok yang menetap, yang



kemudian terbentuklah pemerintahan primitif untuk mengelola pertahanan bersama
menghadapi serangan binatang buas maupun musuh dari kelompok lain3,

Kemudian dijelaskan pula bahwa masyarakat agraris di lembah sungai
Mesopotamia, Indus (India) dan.Yangtse (China) yang memplopori terbentuknya
birokrasi pemerintahan, yang kemudian menyebar ke Mesir dan Yunani. Demikian
seterusnya sampai kemudian._tiba pada sistem pemerintahan modern desawa ini.
Dari ensiklopedia ini maka dapat ditarik pemahaman bahwa gejala dan peristiwa
pemerintahan.-mucul terlebih dahulu baru kemudian muncul gejala dan peristiwa
politik yang berkembang pada tahun 700 sampai 550 sebelum masehi di Yunani
Kuno, walaupun pada pemahaman para ahli dewasa ini bahwa pemerintahan
merupakan bagian dari politik®.

Pemerintahan dalam suatu negara tentunya harus diselenggarakan dengan
baik dan bersih' (Good and €lean) dan untuk mendapatkan hal tersebut tentunya
harus dilakukan dengan cara — cara yang baik. Sebagaimana menurut Ndraha
Pemerintahan yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip -
prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal terpenting yang perlu
dilakukan terkait dengan “kinerja. birokrasi- pemerintahan adalah bagaimana
mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta
bagaimana menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik®. Sedangkan

Fahmal mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih (clean government) adalah

34Sadu Wasistiono & Fernandes Simanungsong, Metodologi IImu Pemerintahan (Edisi Revisi yang
Diperluas), (Bandung, IPDN Press, 2015), him. 86.

3Sadu Wasistiono & Fernandes Simanungsong, loc.cit.

%6Azam Awang & Mendra Wijaya, Ekologi Pemerintahan. (Pekanbaru, Alaf Riau, 2012), him. 50.



bagian yang intergral dari pemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik.%’

Kemudian, dalam.melaksanakan kewenangan pemerintahan, tentunya tidak
dapat dipisahkan dari fungsi pemerintahan yang ada. Dalam hal ini Ndraha melihat
perkembangan fungsi pemerintahan kiranya dapat dilihat melalui padangan lain,
dimana pemerintah adalah-segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga -
lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.
Selanjutnya, Ndraha mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi
di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan indivdu,
kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok®:. Oleh
karenya berdasarkan pengertian. tersebut untuk.menghindari gejala sosial yang
negatif antar unsur — unsur sosial tersebut perlu dibentuk suatu organisasi bagi
unsur — unsur tersebut. Hal itu/penting-agar-unsur pemerintah dapat mengatur
ataupun memerintah setiap unsur sosial yang diatur atau yang diperintah. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan oleh Max Iver bahwa pemerintahan sebagai sebuah
organisasi dari kelompok. orang yang memiliki- kekuasaan, dimana melalui
kekuasaan tadi manusia dapat di perintah.®

Menurut Syafi’ie pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni“°. Dikatakan seni

karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan

37Azam Awan & Mendra Wijaya, Ibid., him. 51.

%Muhadam Labolo, Memahami IImu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan
Pengembangannya. (Jakarta, Rajawali Press, 2013), him. 33.

39Muhadam Labolo, lbid, him. 28.

“Olnu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua, (Bandung, Mandar Maju, 2013),
him. 11
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pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan

dianjurkan memiliki objek baik objek material maupun formal, universal sifatnya

sistematis serta spesifik. Tugas - tugas pokok pemerintahan, tujuan utama di bentuk

diberi suat
pengaturan
dengan ind

dengan indi ¢ 13 pe pnya sehari-hari

perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan disebut

yudikatif.*®

“IRyas Rasyid, Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta, PT.
(Mutiara Sumber Widia 2002). him. 14.

“2Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia. (Jakarta, Djambatan, 2007). him.
35.

“Inu Kencana Syafi’ie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi, (Bandung : Mandar Maju,
2009), him. 20.



Adapun dalam sistem pemerintahan yang lebih maju, Labolo menyatakan
bahwa pemerintah yang berdaulat ditandai oleh pemisahan tugas oleh badan
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Badan eksekutif memainkan peranan penting dan
secara umum domain dalam mengimplementasikan peraturan pada masyarakat.
Kemudian badan legislatif bertugas memproduksi peraturan sebagai landasan
formal yang mengikat secara|’keseluruhan. Sedangkan badan yudikatif
bertanggung-jawab untuk menjaga, menafsirkan, Serta mengawal jalannya
peraturan berdasarkan kasus yang diterapkan.*

Selanjutnya, pemerintahan juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan
yang terorganisir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Budiardjo bahwa
pengertian pemerintahan dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang
bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat
atau penduduk- dan wilayah-suatau negara memiliki_tujuan-untuk mewujudkan
negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep
tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (state), kekuasan (power),
pengambilan keputusan. (decision making), kebijakan (policy) dan pengambilan

(distribution), atau alokasi (allocation)*.

Dalam konteks pembicaraan tentang apa yang dikatakan oleh Budiardjo
bahwa pemerintahan itu adalah semua kegiatan yang terorganisir, maka dalam

pelaksanaan atau penyelengaraan pemerintahan tersebut ada aturan main yang

4“Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan
Pengembangannya. (Jakarta, Rajawali Press, 2013), him. 21.

4SMiriam Budiardjo, Dasar — Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
him. 75.
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harus ditaati. Sebagaimana dikatakan oleh Poedjosewodjo*® bahwa Hukum
Administrasi Negara (disebut juga Hukum Tata Pemerintahan) sebagai keseluruhan

aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa

hubungan ‘ SUS itin @an: an para pejabat

didalam me

2.1.2. Kons

cara — cara dalam melaksanakan tujuan itu*®.

Maka oleh karena itu, politik merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu

masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya. Merkl memandang

48y usri Munaf, 2016. “Hukum Administrasi Negara”. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Pubishing.

47Yyusri Munaf, 2016. “Hukum Administrasi Negara”. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Pubishing.

“8Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
him. 15.



“Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice” yang maknanya
bahwa Politik dalam bentuk yang paling baik adalah udaha untuk mencapai suatu

tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Selanjutnya, Hague mengatakan bahwa politik adalah kegiatan yang
menyangkut cara bagaimana kelompok — kelompok mencapai keputusan —
keputusan yang bersifat kalektit dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan
perbedaan’ —.perbedaan diantara angota - anggotanya®®. Sedangkan menurut
Heywood bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk
membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan — peraturan umum
yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik
dan kerjasama. Politik dalam_suatu negara (state). berkaitan dengan masalah
kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decission Making), kebijakan publik

(public policy) dan alokasi atau-distibusi (allocation or distribution)®C.

Dalam sistem demokrasi ada sebuah konsep yang sangat berpengaruh dalam
kekuasaan kenegaraan. Konsep itu adalah konsep trias politika. Konsep ini,
merupakan ide pokok dalam demokrasi barat,.yang mulai berkembang di eropa
pada abad XVII. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri
dari tiga macam kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Tiga kekuasaan tersebut

adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.>!

4Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar IImu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
him. 15.

S0Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar IImu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
him. 75.

Shttp://bewey92.blogspot.co.id.html , diakses pada tanggal 21 November 2017.
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Trias politika merupakan sesuatu yang menjadi representasi dari pembagian
kekuasaan. Sebagai contoh yang ada di indonesia, kekuasaan eksekutif

diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut sebagai lembaga

kepresidenan yan ole ang C k legislatif

Perwakilan

(MK). Set Jitule unaf dalam

terwujud kecue g ana ; egeri. Montesqieu

juga mengata . eseorang aruNe ' inasi kekuasaan

$2Munaf, Yusri. Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing,
2014), him. 7.

3Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar IImu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
him. 107.
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Kemudian, ahli lain juga memberikan pandangannya tentang trias politika.
Jhon Locke dalam pandangannya membedakan atau membagi trias politika menjadi

tiga kekuasaan, yaitu®* :

iliki  tugas

k kekuasaan

b. Kekuasaan eksekutif, memiliki tugas yang sama dengan pendapat Jhon
Locke yaitu bertugas menjalankan undang-undang. Tetapi Montesquieu
memasukkan kekuasaan federatif menjadi bagian dari tugas eksekutif;

dan

%Munaf, Yusri. Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing,
2014), him. 39.

%Munaf, Yusri. Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing,
2014), him. 40.



c. Kekuasaan vyudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran
undang-undang.

2.1.3. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi tidak saja membicarakan pemindahan kekuasaan
atau urusan dan atau administrasi, namun desentralisasi juga secara lebih luas
meluputi pembicaraan terkait-dengan proses perencanaan, pembuatan keputusan
dan pertanggungjawabannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Cheema dan
Rondinelli ‘mendefenisikan desentralisasi sebagai “the transfer of planning,
decision making, or administrative authority from the central goverment to its field
organizations,-local goverment or non-goverment Organizations”. Defenisi
tersebut menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi adalah tidak semata-mata
sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi

proses perencanaan, pembuatan-keputusan, dan-pertanggungjawaban®®.

Selanjutnya, Syafiie dalam bukunya ilmu pemerintahan megatakan azas
desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengaturs.dan mengurus rumah tangganya
sendiri®’. Adapun Smith melihat bahwa desentralisasi sebagai penurunan
kewenangan dari kantor pusat di ibukota negara kepada kantor di ibukota

provinsi®®. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan desentralisasi sebagai

%6Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 32.

"Tnu Kencana Syafi’ie, IImu Pemerintahan (Bandung, Mandar Maju, 2007), him. 128.

8Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 39.



proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan

administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit — unit pemerintah pusat™.

Dari pendapat _Cheema dan Rondinelli, S serta Edmond tersebut,

1 vdwnyo(]

dan mengurus ; ist esatuan Republik

AP disay yepepe

Indonesia®L.
T Selanjutnya bentuk. Sebagaimana
dikatakan Bird dan Walli asi memiliki tiga bentuk, yaitu

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

dekonsentrasi, delegasi dan desentralisasi (devolusi)®. Mereka menyatakan

“Deconcentration refers to dispersion of reponsibilities within the central

%9Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 39.

80Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 33.

®1pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

82Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 34.
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goverment structure from the center to regional “branch offices”, and differs from
“delegation” in which local goverment may execute certain functions on behalf of

the central goverment (and the accountable to it for their performance), and

yang merupaka yembang nis desentralisasi

kepada tiga
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implementasi
yang terbuka &
dibandingkan deng 3 g di kan oleh pemerintah

pusat®,

Kedua, desentralisasi administrasi adalah bentuk pengalihan otoritas,

pertanggungjawaban, pembiayaan dan pengelolaan dalam pelayanan publik dari

83Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 35.

4Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 35.



pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada unit — unit lembaga

pemerintahan atau korporat di tingkat lokal®®.

Ketiga, desentralisasi keuangan (fiskal) adalah.bentuk pengalihan otoritas
daripada pengambilan sumber — sumber pendapatan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, seperti pungutan berbagai pajak terhadap pengelolaan sumber

daya alam di daerah tersebut, pajak perumahan dan:sebagainya®.

Arti penting desentralisasi dalam sebuah organisasi publik memiliki
beberapa hal penting yang oleh Smith dikatakan sebagai sebuah alasan pentingnya
keberadaan desentralisasi dalam organisasi publik. Menurutnya, alasan mengapa

desentralisasi penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah®’ :

Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik;

Mencapai kesetaraan.politik;

Stabilitas politik;

Akuntabilitas politik; dan

Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.

o o0 o

Kemudian" Syafi’ie mengatakan bahwa scbagal konsekuensi dari
desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah
otonom diberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

®Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 35.

% Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 36.

87Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 39.



batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik

indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku®.

Otonomi berpijak dari suatu pemahaman bahwa apa yang dinamakan negara
dan penguasa, pada prinsipnya sama saja dengan institusi keluarga. Seluruh anggota
keluarga adalah individu ~individu yang mempunyai hak dan kewajiban mematuhi
“rule of the game” keluarga. Status orang tua sebagai penguasa dalam keluarga
wajib memberikan pendidikan dan penerangan kepada anggota keluarga bahwa
sesudah dewasa nanti, mesti berant menentukan pilihan dan mampu hidup berdikari
yang tidak selamanya bergantung kepada orang tua tanpa harus memutuskan ikatan

pertalian keluarga®.

Sedangkan menurut Nugroho konsep otonomi secara terminologinya adalah
suatu yang berkaitan dengan pemerintahan ‘daerah. Otonomi berasal dari kata
Yunani yaitu autos dan nomos. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua
bermakna perintah” atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya
menjadi memerintah sendiri. Sementara daerah.seringkali diartikan sebagai local
state goverment. Dengan demikian“makna dari otonomi daerah dalam wacana
administrasi publik disebut sebagai local self goverment yaitu hak, wewenang dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. la juga mengatakan bahwa dalam

®8nu Kencana Syafi’ie, IImu Pemerintahan (Bandung, Mandar Maju, 2007), him. 201.
8Yusra Habib Abdul Gani, Self-Goverment. Studi Perbandingan Tentang Desain Adminitrasi
Negara, (Jakarta, Paramedia Press, 2009), him. xii.



literatur belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri, yaitu hak untuk membuat

undang-undang sendiri (zelfwetgeving), hak melaksanakan sendiri (zelfuitvoering)

dan hak mengadili sendiri (zelfrechttspraak).

iy disay yejepe il udwnyo(]
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foster greater accountability and effeciency”. Makna dari istilah yang diberikan

oleh Edmonds tersebut ialah bahwa tanpa otonomi adalah sukar untuk

OAgus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 46.

"LAgus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 47.
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membayangkan bagaimana desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan

keberhasilan’?.
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segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik
yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya

memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih

2Agus Yusoff dan Andi Yusran, loc.cit.

*Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik ““Teori, Proses dan Studi Kasus”,
(Yogyakarta, CAPS, 2012), him. 19.

"Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”,
(Yogyakarta, CAPS, 2012), him. 19.
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kental”™. Sedangkan Anderson mendefenisikan bahwa kebijakan publik sebagai

sebuah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu’®.

Eyestone. |

sebagai “hu 12 ' € ah denga ya”. Konsep yang
ditawarkan Eyest i \g pengertian yang as dan kurang pasti

karena apa yang dim : . dapa cakup banyak hal 8.

SIndiahono, Kebijakan Publik “Bebasis Dynamic Policy Analysis”, (Jakarta, Pustaka Pelajar,

2009), him. 18.

SIndiahono, Kebijakan Publik “Bebasis Dynamic Policy Analysis”, (Jakarta, Pustaka Pelajar,
2009), him. 18.

MIndiahono, Kebijakan Publik “Bebasis Dynamic Policy Analysis”, (Jakarta, Pustaka Pelajar,
2009), him. 18.

8Budi Winarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”, (Yogyakarta, CAPS, 2012),
him. 20.
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perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan

dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah?®.

arah atau ] an ) se Intuk melakukan

sesuatu®l.

Sela huah Konsep kebijakan te berikan suatu

implikasi te a dikatakan oleh

Anderson bat plikasi, yakni®:

c. Kebijakan adalah apa yang narnya dilakukan oleh pemerintah dalam
mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan

perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

®Budi Winarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”, (Yogyakarta, CAPS, 2012),

SOEILT;} %/%/inarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”, (Yogyakarta, CAPS, 2012),

81Ig|lrj.r(]1.i %/%I-inarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”, (Yogyakarta, CAPS, 2012),

82%::(11} %/%I.inarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”, (Yogyakarta, CAPS, 2012),
m. 23.
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d. Kebijakan Publik mungkin dalam bentuknya besifat positif atau negatif.
Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah

yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif

kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat — pejabat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian dalam

kenyataannya proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya justru tidak
sederhana. Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan

— tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana.

8Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia indonesia,
2014), him. 97.
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Keadaan ini terjadi sebagai akibat, misalnya dari kenyataan bahwa dalam upaya
untuk menghindarkan konflik badan legislatif menggariskan kebijakan dalam

rumusan — rumusan yang umum. Bahkan andai-kata kebijakan telah mempunyai

demonstrate

Sel

D

\‘é\i\‘%\\‘?\

ﬁ"
S
)
Y
S
Q
~
)
=)
=
)
)
5

kebijakan
pendekatan
(bottom up).

sebagai aktor se

8
@ -
o
3
e}
o
S
=}
e}
o
o
s
>

juga memusatkan perha anipulasi pada tingkat

- g,

menekankan pada dua hal, yak elompok sasaran dan para penyedia

sentral atau pada variab si lain, kelompok bottom up

layanan®.

Pemberian tekanan kepada dua hal tersebut meurut kelompok bottom up

didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat lokal.

84 Muchlis Hamdi, loc.cit.
8 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia indonesia,
2014), him. 98.
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Dengan pemikiran tersebut, kelompok ini berfokus pada variabel yang bersifat
mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyerasikan

kedua kelompok diatas dengan fokus pada aspek “ambiguitas” dan konflik dari

luas merupakan
g. Implementasi

-undang dimana

interaction between setting of goals and the action geared to achieving them” dan

“a set of ectivities directed toward putting a program into effect 8. Artinya adalah

8Muclis Hamdi, loc.cit.

87Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus,
(Yogyakarta, CAPS, 2012), him. 147.

8Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 52.



bahwa implementasi sebagai sebuah proses interaksi diantara tujuan, aksi dan cara

untuk mencapainya.

Selanjutnya, Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi
dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk
suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan — tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagal dampak' dari suatu Kegiatan’ pemerintah. Oleh karena itu,
tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana
sarana — sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada

tujuan — tujuan yang diinginkan®.

Kemudian, Grindle juga mengidentifikasi dua perkara yang sangat penting
dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu kandungan kebijakan (policy content)
dan pelaksanaan' kebijakan. la menambahkan bahwa kandungan kebijakan
menyangkut siapa yang terlibat, jenis - jenis manfaat, sejauh mana perubahan akan
diwujudkan, siapa yang menjadi agensi pelaksanaan kebijakan dan sumber daya
yang disediakan. Sedangkan dari segi pelaksanaan kebijakan ia mengatakan yang
dperlukan adalah kewenangan, kepentingan.dan strategi aktor yang terlibat,
kemudian karakteristik agensi dan rezim dan yang terakhir adalah asas dan tingkat
responsif®®. Selanjutnya Repley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi
adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang

8Budi Winarno, Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta, CAPS, 2012), him.
149.

PAgus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas ke Otonomi
Terpimpin, (Pekanbaru, Suska Press & ReD-PoST Press, 2007), him. 56.
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nyata (tangible output). Lebih lanjut menurut mereka, implementasi mencakup

banyak macam kegiatan yaitu®® :

a. Badan — badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan

keputusan untuk menjadi tindaka akan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha — usaha untuk mencapai
perubahan — perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan — keputusan

kebijakan®2.

91Budi Winarno, Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta, CAPS, 2012), him.
148.

2Budi Winarno, Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta, CAPS, 2012),
him. 149 .
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Oleh karenanya hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap
implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan — tujuan dan saran —

saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan — keputusan kebijakan. Dengan

ndang ditetapkan dan

ﬁ‘\‘ .Q e.
-

pemerintahan‘ra 2h rakye a — kira yang

dikatakan o

berpartisipasi secara luas dalam proses pemerintahan dan untuk rakyat dalam arti
bahwa mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan bersama demi kesejahteraan

bangsa.

%3Budi Winarno, loc.cit.
%Paul Tresno, “Democrazy, Money Politics & Corruption”. Diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh Dixta Menavia.
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Singkatnya, menurut Tresno bahwa demokrasi adalah satu-satunya bentuk

pemerintahan yang didirikan bagi martabat manusia, bukan bagi martabat para

pejabat atau beberapa orang kaya atau beberapa orang berpendidikan, namun bagi

ﬂ’ lah mencakup

) lampau, yaitu

=N

gagasan me
kebebasan

agama yang

e) Yunani Kuno

AZhaaaa

pada abad ke-6 sa ] ke I ‘mer asl langsung (Direct

untuk membuat

demokrasi Yunani dapat diselenggara ecara efektif karena berlangsung dalam
kondisi yang sederhana,, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah
sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 dalam satu negara kota).

Lagipula ketentuan — ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang

%Paul Tresno, “Democrazy, Money Politics & Corruption”. Diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh Dixta Menavia.

9%Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta, Kencana, 2017), him. 1.
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resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas
yang terdiri darhgi budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidaklah berlaku.

Namun kemudian, dalam perkembangannya, di negara modern demokrasi tidak lagi

bersifat  langsun te bersi deme perwakilan

dunia bara . ' ahun 00.1 % Perubahan

ini bermule
mulai munc
kehidupan sos
pejabat ag
perebutan ke
kemudian dia

Piagam Besar

yang modern. Maka oleh karena itu a barat mengalami beberapa perubahan
sosial dan kultur yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih

modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya®,

9Ni’matul Huda dan Imam Nasef, loc.cit.

98Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Ibid, him, 2.

9¥Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta, Kencana, 2017), him. 2.

100N’ matul Huda dan Imam Nasef; loc.cit.
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Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya banyak bermunculan macam
— macam istilah demokrasi diantaranya adalah Demokrasi Konstitusional,

Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Rakyat dan lain

ama - sama memakai

bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia
itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kumidian menjadi
termahsyur berbunyi sebagai berikut : “manusia yang mempunyai kekuasaan

cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai

01Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar IImu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),
him. 105.
192Miriam Budiardjo, Ibid, him, 107.
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kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (power

tends to currup, but absolute power currup absolutly)” 1%

Selanjutnya, para ahli mencoba memberikan

demokrasi. Sep "-m,‘ﬁw “\\“im d &. nya Inleiding in

pentuk dari

afsirannya terkait dengan

;‘é.i‘

dua kata erintah oleh

55 104

rakyat”. les Regimes

Politiques, golongan yang
memerinta ak terpisah-pisah.
Artinya, sa a semua orang
(rakyat) ada juga untuk di

perintah.1%®

political equality and under conditio political freedom”. Artinya bahwa sistem
politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaa umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil — wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

pemilihan — pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

193Miriam Budiardjo, loc.cit.

104Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta, Kencana, 2017), him. 3.

105Ni’matul Huda dan Imam Nasef, loc.cit.



diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Lebih lanjut, Henry

B. Mayo juga mengatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu% :

1. Menyelesaikan perselisihnan dengan damai dan secara melembaga
(institutionalized peaceful settlement of conflict):

2. Menjamin_ terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing
sociaty).

3. Menyelenggarakan _pergantian~ ,pimpinan secara teratur (orderly
succestion of rulers).

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai- minimum  (minimum of
coercion).

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan, serta tingkah laku.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam
sistem politik dan ketatanegaraan Kkiranya tidak dapat di bantah. Khazanah
pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu

tentang ini “demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya”*%’,

Selanjutnya, -adapun yang belum sampai pada titik temu di sekitar
perdebatan tentang ‘demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan
demokrasi itu di dalam praktiknya. Berbagai negara telah menentukan jalurnya
sendiri — sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara — cara
atau mengambil jalur yang “sangat tidak demokratis”, kendati di atas kertas

mengatakan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi —

1%Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Ibid, hlm. 8.
107 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi, (Jakarta, Kencana, 2017), him. 13.
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studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat

dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik.

Demokrasi normatif menyangkut rangkuman, gagasan — gagasan atau

Na en S : asi normatif dan
empirik ini, ya : Ssernc a J ”, yang
di dalam ilmu.F stilah yan _: i 5 i “das sollen”

dan demok s sein”. Karena sering terjadi an antara demokrasi

melanjutkan bahwa hampir setiap gerakan politik selalu mengatasnamakan
demokrasi sebagai hak asasi politik yang sakral dan luhur yang harus terus menerus

diagungkan dalam percaturan politik praktis. Menurutnya, demokrasi juga

108 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, loc.cit.
109 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi, (Jakarta, Kencana, 2017), him. 13.



merupakan sebagai suatu cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan

konsep kekuasaan dari masyarakat!©.

Selanjutnya, dalam pandangan yang lainnya, Nurcholis Majid memberikan

pengertian bahwa demokrasi adalah sebagai suatu pandangan hidup (way of life).

Kemudian menurut Nurcholis, berkaitan dengan pandangan tersebut, maka

demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh subtansi'yaitu

g.

111 .

Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan;

Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki
atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus
menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara;
Cara haruslah sejalan dengan tujuan;

. Suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam

proses permusyawaratan;

Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yakni pangan, sandang dan
papan;

Adanya kerjasama dan saling percaya antar-warga negara untuk aling
mendukung secara fungsional; dan

Adanya pendidikan demokrasi yang.sehat.

Selanjutnya Nurcholis juga mengemukakan bahwa demokrasi memiliki

prinsip — prinsip yang lahir akibat dari adanya prinsip musyawarah dalam suatu

konsep demokrasi. Prinsip — prinsip tersebut adalah sebagai berikut*'? :

(o

D

Adanya berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda;

. Adanya berbagai kepentingan politik yang beraneka-ragam;
. Adanya tingkat kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang

berbeda;

. Adanya situasi dan kondisi yang berbeda;
. Adanya cara dan strategi politik yang berbeda;

Adanya keyakinan ideologis yang berbeda; dan

110 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung,
Pustaka Setia, 2012), him. 81.

111 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung,
Pustaka Setia, 2012), him. 82.

112 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung,
Pustaka Setia, 2012), him. 83.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

g. Adanya keberpihakan pada institusi politik yang berbeda.

Perbedaan — perbedaan yang ada dalam sebuah wilayah demokrasi tertentu

pada hakikatnya telah ba

" ' ‘mﬂ%“\“.ﬁqﬁm . . i.Nabi Muhammad

yak memiliki rujukan konseptual, salah satunya adalah

operasional i elba 3 ama. (Moh. Mahfud,

MD)114.

dilakukan. Karena pada dasarnya bukan hanya siapa yang akan menjadi pemimpin
yang paling utama, namun yang tidak kalah penting adalah bagaiamana pemimpin
itu bisa menjadi pemimpin dan bagaimana pula pemimpin itu kembali menjadi

rakyat biasa. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Karl Poper bahwa

113 Jubair Situmorang, Ibid, him. 84.
14 Yusri Munaf, Perspektif Pemilin Suku Melayu Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Riau,
(Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing, 2014), him. 74.
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“Bagaimanakah suatu pemerintahan itu disusun, agar pemimpin yang tidak

mampu dapat digantikan tanpa melalui pertumpahan darah atau kekerasan "*°.

dijawab, " maks e i, tid ‘; li indonesia

dilakukanl Si : Smilih  pemimpin)

ANENY

arkan Undang-
ang dunia ke 11

garaan. Terjadi

ARaAnY

beberapa kal dan pimpinan
nasional tidak c lemok A a paling penting
yang selalu dikampa idupan demokrasi” yang

mana dengan demokrasi seluruh rakyat sebagai warga negara akan turut serta dalam
menentukan kebijakan publik walaupun secara tidak langsung. Hal ini sebagaimana

dikatakan oleh Gaffar'!’ bahwa demokrasi memberi penghargaan yang setinggi-

15 yusri Munaf, 1bid, him. 79.

116 yusri Munaf, 2015. “Perspektif Pemilih Suku Melayu dalam Pemilihan Umum di Provinsi
Riau. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.

17 Afan Gaffar, 2006. “Politik Indonesia. Tansisi Menuju Demokrasi” Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
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tingginya kepada rakyat, memberi peluang kepada mereka untuk ambil peran dalam
diskursus pembuatan kebijakan publik. Rakyat adalah kata kunci demokrasi.

Sedangkan istilah — istilah lain yang dilawankan dengannya menempatkan

lambang seka » arenakan anggapan
pemilihan [ 3 A ari demokrasi.
Sekalipun dem disa hwa pemiliha : erupakan satu-
satunya tol , I _': capil den sberapa kegiatan lain
yang lebih bersifa Si ungs cperti pa S egiatan politik,
lobbying da

Di ba la Keti berapa K seperti yang di kenal di

adanya faktor mobilisasi yang sedik yak mengandung unsur paksaan®!®,
Selanjutnya, dalam pemilihan umum itu sendiri memiliki banyak macam —

macam sistem pemilihan umum. Namun, pada prinsipnya ada 2 (dua) prinsip pokok

118 Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar llmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),
him. 461.
119 Miriam Budiardjo, loc.cit.



yang senantiasa melekat dalam setiap sistem pemilihan umum yaitu “single-
member constituency dan multi-member constituency”'%.

Pertama, single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil, biasanya disebut sistem distrik). Sistem.distrik adalah suatu sistem pemilihan
umum dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan umum
menentukan distrik - distrik pemilihanyang jumlahnya sama dengan jumlah kursi
yang diperebutkan atau tersedia di parlemen. Sistem distrik merupakan sistem yang
paling tua dan didasarkan kepada kesatuan geografis, dimana satu kesatuan
geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Disini sistem distrik secara alamiah
mendorong partai-partai untuk berkoalisi, mulai dari” menghadapi pemilihan
umum?t?,

Kedua, Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih
beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau system
proporsional). Sistem proporsional atau sistem berimbang adalah suatu sistem
pemilihan dimana wilayah dari negara yang menggunakan sistem pro porsional
tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang
diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu
pemilihan umum di daerah tersebut. Sistem proposional atau sistem perwakilan
berimbang merupakan sistem yang muncul belakangan, sehingga sistem

perwakilan berimbang ini pada dasarnya di bangun berdasarkan untuk memperbaiki

kekurangan - kekurangan pada sistem distrik!?2. Kemudian, menurut Miriam

120 Miriam Budiardjo, loc.cit.

121 Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar llmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),
him. 462.

122 Miriam Budiardjo, loc.cit.



Budiardjo sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan.
Keuntungan dari sistem distrik tersebut sebagai berikut!?3:

a. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
penduduk distrik, sehingga hubunganya dengan penduduk distrik lebih
erat;

b. Sistem ini.lebih mendorong ke-arah ‘integritas partai. - partai politik
karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya
satu;

c. Fragmentasi partai atau kecenderungan untuk membentuk partai baru
dapat sekedarydi-bendung, sistem ini°malah dapat mendorong kearah
penyederhanaan partai secara alamiah dan tanpa paksaan;

d. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas
dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain;
dan

e. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Sedangkan untuk kelemahan sistem distrik itu sendiri adalah dapat di lihat
seperti di bawah'ini*?* :

a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai - partai kecil dan
golongan minoritas, apalagi jika golongan - golongan ini terpencar dalam
beberapa distrik;

b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya
kalah "dalam suatu distrik, kehilangan suara - suara yang telah
mendukungnya;

c. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan
kepentingan distrik™ serta..warga distriknya daripada kepentingan
nasional;

d. Umumnya dianggap bahwa sistem distrik kurang efektif dalam
masyarakat yang heterogen karena terbagi dalam kelompok etnis,
religius, sehingga menimbulkan anggapan bahwa “suatu kebudayaan
nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan

prasyarat bagi suksesnya sistem ini”.

123 Miriam Budiardjo, Ibid, him. 466.
124 Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar llmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),
him. 467.
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Selanjutnya, Budiardjo juga menyampaikan berbagai keuntungan dan
kelemahan dari sistem yang kedua yaitu sistem proporsional atau sistem perwakilan
berimbang. Adapun keuntungan dari sistem proporsional ini adalah sebagai
berikut!® :

am arti lebih

propdisional 'GTNERGERR ebih, demokratiSh:
A TR
-
o

persamaan Yyang ada paliknya cenderung mempertajam

perbedaan — perbedaan;

c. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan
partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai (sesudah

berkonsultasi dengan cabang - cabang) menentukan daftar calon;

125 Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar llmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),
him. 467.
126 Miriam Budiardjo, Ibid, him. 469.
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d. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga

yang telah memilihnya.

Kemudian di indonesia sendiri, berbicara mengenai sistem pemilihan umum

perwakila
laskan diatas,
negara indo okrasi melalui
pemilihan u alam bentuk milihe m Legislatif ur emilih wakil —
wakil raky: a : : en, Selain pemilihan
wakil — wakil untuk pa _ al j akan pemilihan
wakil rakyat untt ian a han Umum Presiden'?®

dan Wakil Preside : Kuasaan rakyat dibidang

eksekutif.

juga dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih
pasangan kepala daerah yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

yang ada didaerahnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah

127Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta, Kencana, 2017), him. 42.

1285ebelum tahun 2014 pemilihan presdiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi daripada seluruh rakyat indonesia.



tersebut, kemudian diberikan asas — asas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Selanjutnya, secara historis sejak kemerdekaan indonesia dari jajahan
bangsa asing pada‘17 Agustus 1945, pemilihan-umum pertama kali dilaksanakan
pada tahun 1955, yang pada pemilu ini sistem pemilunya tidak dibuat kaku apalagi
prosedurnya membingungkan. rakyat."Pemilihan,Umum di era ini memiliki sejarah
sendiri dimana pergolakan dan ancaman disintegrasi bangsa serta letupan — letupan
kecil di daerah-mengarah pada perpecahan dapat teratasi dengan baik melalui sistem
pemilu demokratis. Semua pihak turut serta dalam pemilu karena hanya melalui
jalur pemilu semua peserta diberi kesempatan yang adil untuk meraih dukungan
rakyat.?

Pada akhirnya, sejak tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dilakukanlah pemilihan umum untuk tingkat daerah dalam rangka
memilih kepala daerahnya masing — masing untuk yang pertama kalinya**°. Dalam
konteks pemilukada ini, ada beberapa pertimbangan yang kemudian menjadi dasar
diterapkannya pemilihan umum untuk kepala daerah, seperti yang dikatakan oleh
Suryatmaja’®! bahwa beberapa pertimbangan yang melandasi pilkada langsung
adalah :

1. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memberikan kelelauasaan

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah;

129 Assiddigie, Jimly. 2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta : Rajawali Pers.

130 Sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang bersangkutan.

131 Suharizal. 2012. Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta :Rajawali
Pers.
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2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih
menekankan kepada prinsip — prinsip demokrasi;

3. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan,

Dwipayana ahwa & ] : 3 ne ilaksanakannya
pilkada lan
manfaat dan

dan perluasan

dibandingkan Kketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi
perwakilan.
3. Sistem pemilihan langsung akan memberikan peluang bagi warga untuk

mengaktualisasi hak — hak politiknya secara lebih baik tanpa harus

132 Suharizal. 2012. Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta :Rajawali
Pers.
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direduksi oleh kepentingan — kepentingan elite politik seperti yang kasat
mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.

4. Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur

pilkada langsung se ana pe e agi rakyat (civil
education). ada menjadi me embel; -':_ k rasi bagi rakyat

yang dihara Japat ntuk  kesadaran jyemap unsur bangsa

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat
agar dapat diwujudkan®3,
Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan konsep demokrasi yang

dijalankan dalam sebuah negara. Sebagaimana indonesia yang menerapkan konsep

133 Suharizal. 2012. Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta :Rajawali
Pers.



ini, maka pemilihan umum merupakan sebuah agenda penting dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang demokratik yang mana hal ini akan
menawarkan perubahan di berbagai sektor, sesuai dengan konsep pembangunan
yang mereka (pemenang pemilu). itu tawarkan: Artinya, pemenang pemilu akan
memegang kendali kemana sebuah negara itu akan diarahkan.*>*

2.1.8. Konsep Evaluasi

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali
terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi terhadap
hasil — hasil dan akibat — akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus
tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan-balik bagi penentuan
keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan.
Namun, terdapat juga pandangan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar
menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan.

Hal yang demikian itu sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas R. Dye
bahwa evaluasi kebijakan dapat menyangkut perspektif yang lebih luas, antara lain
bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran. mengenai konsekuensi dari
kebijakan publik (learning aboutthe conceguences of public policy)*3.

Evaluasi adalah sebuah proses dalam kebijakan yang sangat penting untuk
dilakukan, dan ada beberapa hal penting yang mendasari mengapa proses evaluasi

itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kebijakan publik. Hal ini

13 Munaf mengatakan dalam bukunya yang berjudul Perspektif Pemilih Suku Melayu dalam
Pemilihan Umum di Provinsi Riau bahwa “Partai yang memenangi Pemilu yang akan memegang
dasar nantinya akan menentukan ke mana arah arah kapal dasar atau polisi pemerintahan akan
berlayar”.

135 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), him. 107.



sebagaimana dikatakan oleh Rossi & Freeman bahwa secara umum ada lima alasan

mengapa evaluasi perlu untuk dilakukan. Mereka mengatakan pentingnya proses

evaluasi itu untuk dilakukan sebagaimana dalam ungkapan berikut ini :

“Evaluations are undettaken for a variety of reasons :to judge the worth of
ongoing programs.and to estimate the usefulness of attempts to improve
them; to assess the utility of innovative programs and initiatives; to increase
the effectiveness of program management and administration; and to meet
various accountability .requirements. [Evaluation may also contribute to

substantive and methodological social scienceknowledge

29136

Dari kutipan tersebut, Rossi & Freeman menunjukkan bahwa terdapat empat

alasan yang bersifat empirik atau praktis dan satu alasan yang berkaitan dengan

pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat alasan empirik dan praktis serta alasan

pengembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah sebagai berikut*®’

1.

Evaluasi dilakukan-untuk menilai kelayakan program yang sedang
berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya - upaya untuk
memperbaikinya;

. Evaluasi dilakukan untuk menaksir. kemanfaatan dari inisiatif dan

program yang bersifat inovatif;
Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dari administrasi dan
manajemen program;

. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan akuntabilitas;

dan

. Dalam perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, evaluasi dilakukan

untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan sosial, baik yang
bersifat substantifmaupun yang bersifat metodologis.

Kemudian, dari segi waktunya evaluasi kebijakan dibedakan atas evaluasi

kebijakan formatif dan evaluasi kebijakan sumatif. Evaluasi kebijakan formatif

adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap kebijakan yang sedang

diimplementasikan, dan berfokus pada penilaian tentang seberapa efektif suatu

136 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), him. 107.
187 Muchlis Hamdi, Ibid, him. 108.
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kebijakan dilaksanakan. Rossi & Freeman menyatakan bahwa evaluasi formatif

pada tiga pernyataan berikut ini**® :

ﬂ isten dengan

NEL L LY

antara lain adalah efektivitas, efisie adilan, dan kecukupan.

Namun inti dari sebuah evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan
memberikan jawaban dari pertanyaan — pertanyaan ataupun permasalahan yang

menyebabkan diadakannya kebijakan tersebut. Hal ini sebagaiamana dikatakan

138 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), him. 108.



oleh Rossi & Freeman dalam pengungkapan yang lebih rinci bahwa inti dari
evaluasi adalah menyediakan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan sebagai

berikut'® :

1. What is the nature and scope of the problem requiring actions? (Apakah
sifat dan linggkup masalah yang mensyaratkan perlunya dilakukan suatu
tindakan)?;

2. What interventions _may: be: undertaken to ameliorate the problem
significantly? _.(intervensi apakah ‘“yang, dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah secara signifikan)?;

3. What is the approprite target population for the intervention? (Apakah
kelompok sasaran yang tepat dari intervensi yang dilakukan)?;

4. 1s the intervention reaching that target population? (Apakah intervensi
telah mencapai kelompok sasaran)?;

5. Is the intervention being implemented in the ways envisioned? (Apakah
intervensi telah diimplementasikan ‘dalam cara - cara yang telah
ditetapkan)?;

6. Is it effective? (Apakah intervensi dilakukan dengan efektif)?;

7. How much does it cost? (Seberapa banyak biaya dari intervensi yang
dilakukan)?; dan

8. What are its costs relative to its effectiveness and benefits? (Apakah
biaya: intervensi . secara relatif sepadan dengan efektivitas dan
kemanfaatan intervensi.yang telah-dicapai)?.

Selanjutnya, Scripen memberikan pendapatnya tentang tipe evaluasi yang
paling umum melibatkan penentuan kriteria merit, standar merit, dan kemudian
penentuan performa dari yang dievaluasi dengan membandingkannya dengan

standar tersebut yang logika-nya diterjemahkan oleh Fournier seperti berikut ini4°:

1. Penetapan kriteria merit. Pada dimensi apa evaluasi harus dilakukan
dengan baik?
2. Penafsiran standar. Seberapa baik seharusnya yang dievaluasi

berprestasi?

138 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), hlm. 109.
140 Muchlis Hamdi, loc.cit..
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3. Mengukur performa dan membandingkannya dengan standar. Seberapa
baik yang dievaluasi berprestasi?
4. Mensintesiskan dan mengintegrasikan data ke dalam suatu penilaian

(judgment) it atau kelayakan dari yang

penelitian

implementa

mengikuti ' can “ value for ey 1 Sedangkan dari segi

teknik atau pe an evaluasi kebijakan, Parsons me an bahwa evaluasi

Selanjutnya, dalam praktiknya evaluasi kebijakan banyak menggunakan
pendekatan teknik yang mengukur relasi antara biaya dengan manfaat, dan yang

mengukur kinerja. Sedangkan pendekatan atau teknik yang menggunakan

141 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), him. 110.
142 Muchlis Hamdi, loc.cit.



eksperimen tidak terlalu sering digunakan, terutama karena berbagai alasan yang

diidentifikasi oleh Parsons mencakup hal - hal berikut ini'*® :

1. Kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks. Oleh
karena itu, pertayaannya adalah bagaimana Suatu eksperimen dapat
dilakukan dengan mengecualikan sedemikian banyak faktor, dan apakah
pertimbangan yang dipakai dalam menentukan parameter dari faktor-
faktor yang akan diuji?;

2. Bagaimana penelitian dapat dirancang untuk memperoleh hasil yang baik
ketika eksperimen menghadapi keterbatasan waktu dan biaya?;

3. Yang menjadi ketidak-layakan pelakanaan ‘eksperimen untuk evaluasi
kebijakan adalah eksperimen juga tergantung pada masalah - masalah
manajemen dan implementasi;

4. Berkaitan dengan pertanyaan, dapatkah eksperimen sosial dilakukan
yang melibatkan pembandingan kelompok yang dalam semua
kemungkinan dapat sangat berbeda satu sama lain?;

5. Kecenderungan bahwa dalam eksperimen sosial, orang — orang dapat
menyadari atau mungkin akan menyadari perannya sebagai objek
eksperimen sebagaimana yang lazim dikenali sebagai “‘hawthorne
effect’’;

6. Berkaitan dengan isu moral, yakni apakah tepat satu kelompok dijauhkan
dari sumberdaya, sementara kelompok lainnya diberikan sumberdaya
yang.melimpah dalam hal ini, orang - orang cenderung tidak menyukai
gagasan untuk menjadi objek eksperimen; dan

7. Berkaitan dengan alasan bahwa dari sudut pandang politik, eksperimen
perlu waktu. Para pembuat kebijakan mungkin itdak mempunyai cukup
banyka waktu, dan ketika pada akhirnya suatu eksperimen telah selesai
dilakukan, situasi mungkin telah mengalami perubahan.

Kemudian dari segi pemanfaatannya, evaluasi kebijakan seperti yang lazim
juga dikenali dengan istilah evaluasi program, menghadapi berbagai kendala.

Joseph S. Wholey menyatakan keadaan tersebut sebagai berikut'** :

“Useful program evaluation is inhibited by four problems. (1)lack of
agreement on the goals, objectives, side effects, and performance criteria to
be used in evaluating the program; (2) program goals and objectives that are
unrealistic given the resources that have been committed to the program and
the program activities that are under way; (3) unavailability of relevant

143 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor, Ghalia Indonesia,
2014), hlm. 111.
144 Muchlis Hamdi, Ibid, him. 112.
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information on program performance; (4) inability of policymakers or
managers to act on the basis of evaluation information”.

Dari pernyataan Wholey tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan

hanya akan dipandang.bermanfaat, manakala dapat.diselesaikannya masalah -

apakah suatu kebijakan harus di revisi atau dilanjutkan4e.

Sedangkan Nurcholis mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses
yang mendasar pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat

mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan

5 Muchlis Hamdi, loc.cit.
146 Talidziduhu Ndraha, Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia, (Jakarta, Bina Aksara,
1989), him. 126.
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evaluasi dapat kita ketahui hambatan atau kendala — kendala yang terjadi dari suatu

kegiatan'*’.

Selanjutnya, Sudarwan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang penting

kegiatan yan an un serta 1 an hasil — hasil

pelaksanaan Kkegia i ca asil yang seharusnya

Muchsin & Fadillah memberikan pendapatnya mengenai defenisi evaluasi
kebijakan pemerintah, ia mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah
merupakan suatu hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau

gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah

147 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta, Grasindo,
2007), him. 169.
148 Danim Sudarwan, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), him. 10.



dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan,
di revisi atau bahkan dihentikan sama sekali*.,

Selanjutnya, William N. Dunn mengatakan bahwa secara umum istilah
evaluasi dapat disamakan dengan.penafsiran (apparsial), pemberian angka (rating)
dan penilaian (assesment). Kata — kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis
hasil kebijakan dalam arti satuan' nifainya. sSedangkan dalam arti yang lebih
spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi. mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan'*.

Pengertian evaluasi sebagaimana diatas, menjelaskan bahwa evaluasi
merupakan upaya dalam melihat hasil kebijakan apakah pada kenyataannya
mempunyai nilai dari hasil, tujuan atau sasaran dari sebuah kebijakan. Sebagaimana
Lester dan Stewart mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian —
sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah
dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.
Selanjutnya Lester dan Stewart juga mengatakan bahwa evaluasi dapat dibedakan
kedalam dua tuhas yang berbeda. Pertama, untuk.menentukan konsekuensi —
konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara
menggambarkan dampaknya. Kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya®®,

149 Muchsin & Fadillah, Hukum dan Kebijakan Publik, (Malang, Averroes Press, 2002), him. 110.

150 william N. Dun, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001),
him. 65.

151 Budi Winarno, Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta, CAPS, 2012),
him. 228
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Pada akhirnya, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa evaluasi
merupakan suatu proses dari kebijakan yang bertujuan untuk melihat dan

memberikan penilaian terkait dengan pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut

Berbica alah ke iné ang diutarakan

oleh para a 3 i alah s e yang mengatakan

dalam bukunyasecare i kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut'® :

“lead”) berarti
pihak yaitu yang

Apabila ditambah akhirz

mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu

enjadi “pimpinan” artinya orang yang

pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin
(ketua) cenderung lebih demokratis.

4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“menjadi ‘“kepemimpinan”
(dalam bahasa inggris “leadership”) berarti kemampuan dan kepribadian

seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar

152 |nu Kencana, Syafiie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. (Bandung, PT. Refika Aditama,
2003).
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melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan
demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses

kelompok.

Selanjutnya : mengatakan bahwa e leader is always the

nucleus or te ‘ osely examined
will be c dnya pemimpin
itu selalu i : i C a lﬂ kesempatan
lain, sem 3 ysial  ka ecara ce akan ditemukan

kecenderu

Selanjutnya, Stogdill menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan
defenisi tentang Kepemimpinan, yaitu'*®, pertama, kepemimpinan sebagai pusat

proses kelompok, kedua, kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat,

153 Inu Kencana, Syafiie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. (Bandung, PT. Refika Aditama,
2003).

154 Inu Kencana, Syafiie, Loc.cit.

155 Inu Kencana, Syafiie, Loc.cit.

1%6 Ibid, him. 25.



ketiga, kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan, keempat,
kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi, kelima, kepemimpinan sebagai
tindakan perilaku, keenam, kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan, ketujuh,
kepemimpinan sebagaisuatu “hubungan kekuasaan, kedelapan, kepemimpinan
sebagai_sarana pencapaian tujuan, kesembilan, kepemimpinan sebagai hasil
interaksi, kesepuluh, kepemimpinan. Sebagay jpemisahan peranan, dan terakhi

kepemimpinan sebagai awal struktur.

Syarat — syarat Kepemimpinan sangat urgen untuk diperhatikan, hal ini
karena Kepemimpinan merupakan landasan untuk melakukan aktivitas — aktivitas
seorang pemimpin. Stogdill mengatakan bahwa Pemimpin harus memiliki beberapa

kelebihan, yaitu®®’ :

1. Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicaraatau
verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai;

2. Prestasi atau Achievment, 'yaitu' gelar kesarjanaan, ilmu pngetahuan,
perolehan dalam olahraga dan atletik dan lain-lain;

3. Tanggungjawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri,
agresif, dan punya hasrat untuk unggul;

4. Partisipasl, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul,
kooperatif atau suka bekerjasama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa
humor;

5. Status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi,
populer dan tenar.

Selanjutnya, Maxwell juga memberikan ciri — ciri pemimpin yang baik

yaitu!®® :

1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat;

2. Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya;

157 Harbani, Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi. (Bandung, Alfabeta, 2010).
18 Harbani, Pasolong, Loc.cit.
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3. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia dan
perencanaan;

4. Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa yang mematikan,

yaitu :

Sedangkan, Panikka Wirja of impinan yang

baik adalah

Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi sangatlah
penting, hal ini dapat kita lihat dari pendapat Davis yang menyatakan bahwa tanpa
kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan orang — orang dan mesin — mesin
yang tidak teratur, kacau balau. Sedangkan Kartasasmita menyatakan bahwa

kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap

159 Ibid, him. 38.
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bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa, ditentukan

oleh pemimpinnya®®. Selanjutnya menurut Maxwell kepemimpinan merupakan

suatu yang urgen karena®! :

berhasil, na

organisasi. K

— tujuan mereka tetap harmonis de Ujuan organisasi. Jadi, organisasi yang
berhasil memiliki satu sifat umum yang menyebabkan organisasi tersebut dapat
dibedakan dengan organisasi lain yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum itu adalah

kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri.

160 Harbani, Pasolong, Loc.cit.
161 1bid, him. 36.



2.1.10. Teori Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan,
sebab dalam sehari-hari,penggunaan kata ini kerap kali menjadi kata yang terus
bersanding dan satu paket. Namun walapun demikian, pengertian dari keduanya
tetap saja memeiliki makna yang berbeda. Efektivitas lebih menekankan pada hasil
yang diraih sesesorang atau 'suatu perusahaan‘sedangkan efisiensi lebih melihat
pada proses untuk mencapai hasil tersebut dengan baik. Menurut Susilo®?,
efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang
hendak diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan

Gibson%® mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan optimal antara produksi,

efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Selanjutnya, pakar lain seperti Westra®®* mengakatan bahwa efektivitas
merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu
efek atau akibat yang dikehendaki. Kata Efektif diartikan sebagai terjadinya suatu
efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Setiap
pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi tujuan,
hasil atau akibat yang dikehendaki“dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan
secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, maka

efek yang diharapkan juga tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu

162 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah”. Yogyakarta :
Graha llmu.

163 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah”. Yogyakarta :
Graha IlImu.

164 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah’. Yogyakarta :
Graha IlImu.



efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran,

tenaga, waktu, uang atau benda.

Makna efektivitas juga dikemukakan oleh pakat lainnya, seperti Saksono'®®
yang mengatakan bahwa efektivitas adalah sesuatu hal yang berbicara tentang
seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang
diharapkan dari jumlah input=(masukan) dalamsuatu, perusahaan atau seseorang.
Sedangkan menurut Indrawijaya'®, efekktivitas berbicara terkait.dengan prestasi.
Menurutnya, prestasi individu memiliki korelasi yang sangat jelas dengan prestasi
organisasi sebagal bagian yang lebih besar. Dalam pengertiannya, Indrawijaya
mengatakan bahwa apabila efektivitas individu dapat tercapai, akan memberikan
kontribusi pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi Organisasi secara

keseluruhan.

Pendapat lain tentang efektivitas dikemukakan Hidayat’®’. Dalam
pandangannya Hidayat memberikan perumpamaan tentang efektivitas ini dalam
bentuk perusahaan, ia ‘mengatakan bahwa. efektivitas adalah suatu ukuran
perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu
telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka

akan makin tinggi efektifitasnya. Sedangkan Sondang dalam pandangannya

185 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.

166 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.

167 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.
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mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber
daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu

iy disay yejepe il udwnyo(]

(keluaran) aktual berbanding outpt g dikehendaki < 1 maka tidak tercapai

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

efektivitas. Kedua, jika output (keluaran) aktual berbanding output yang

dikehendaki > 1 maka akan tercapai efektivitas. “Wesha”"®,

188 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.

169 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.

170 https://lwww.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-
rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 20 September 2017.
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Kemudian, adapun pembicaraan terkait efisiensi seorang pakar mengatakan
bahwa efisiensi berbicara terkakit dengan komponen, seperti yang dikatakan oleh

Adisasmita'’* bahwa efisiensi adalah komponen-komponen input yang digunakan

keadaan, dime elesaia 1 dilaksane M an benar dan
dengan pe uan yang a pandangan yang

berbeda, L

sumber daya ys erlukan oleh organisasi asilkan satu satuan

sekali variabel - variabel input, dala pahwa mengeluarkan modal yang besar
untuk memperoleh kegiatan usaha dapat dikatakan produktif, namun belum tentu

efisien.

171 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah”. Yogyakarta :
Graha llmu.

172 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah”. Yogyakarta :
Graha llmu.

173 Adisasmita, Rahardjo. 2011. “Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran daerah”. Yogyakarta :
Graha llmu.



2.2. Ulasan Karya

Berdasarkan penelurusan kepustakaan yang penulis lakukan, ada beberapa
penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan ini.
Penelitian yang berkaitan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sebuah tesis yang di tulis oleh saudara Busari Muslim pada tahun 2016
dengan judul “PerancKomisi | Remilihan Umum Kota Dumai Dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan” Umum Kepala
Daerah Kota Dumai Tahun 2015”. Pada kesimpulan penulisannya
Busari Muslim mengatakan bahwa :

“Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis dari hasil peneltian
tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian
dengan judul “Peranan. KPU. . Kota Dumai dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015
di Kota Dumai” /KPU Kota Dumai selaku penyelenggara pemilihan
masih “Kurang Berperan ™ dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih
guna mencapai target nasional maupun Provinsi Riau. Kesimpulan
dengan' kategori “Kurang Berperan” Ini peneliti sampaikan dengan
alasan — alasan yang telah peneliti uraikan didalam bab sebelumnya.
Peneliti dalam hal ini memandang bahwa sosialisasi merupakan faktor
yang sangat berpengaruh'terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam
sebuah kontestasi demokrasi. Dengan adanya sosialisasi yang baik dalam
sebuah pemilihan, maka pesan demokrasi akan cepat sampai kepada
objek dari sosialisasi itu yakni masyarakat. Dengan pesan demokrasi
yang tersampaikan kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi, maka
secara tidak langsung itu akan berdampak pada peningkatan partisipasi
pemilih dalam sebuah hajatan demokrasi yakni pemilihan umum kepala
daerah. Kemudian, kesimpulan ini juga menurut peneliti adalah sebuah

dampak dari tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh



KPU Kota Dumai sebagai penyelenggara pemilihan. Bagaimana
mungkin orang yang sudah meninggal akan ikut berpartisipasi? Dan
apakah kita harus berharap besar orang — orang akan menghadiri pesta
yang kita selenggarakan kalau kita tidak memberikan undangan kepada
orang lain? Menurut.peneliti_hal_tersebut adalah.sebuah keniscayaan.
Pada akhirnya, dalam kesimpulan kali ini peneliti juga akan memberikan
kesimpulan dasar dari semua permasalahan — permasalahan tersebut.
Menurut penelitit-‘'yang " menjadi///penyebab semua itu adalah
“Perencanaan Program” Yyang tidak diperjuangkan agar sesuai
rencana’.

Penelitian ini menurut penulis adalah satu penelitian yang baik, namun
menurut penulis ada hal — hal yang mengkin perlu ditambahkan dalam
penelitian tersebut agar lebih dalam dann_tajam dalam melakukan
analisis. Sebagaimana yang dianalisis oleh peneliti, maka dalam hal ini
penulis merekomendasikan agar -bagaimana penelitian ini bisa
melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih
banyak informan;Kelemahan dari penelitian ini bahwa penulis tidak
melihat peneliti melibatkan “warga sebagai individu yang tidak
berpartisipasi dalam informan penelitiannya. Hal ini menurut penulis
akan akan jauh lebih baik jika kita ingin mencari tahu alasan — alasan
mengapa mereka tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilukada

kota dumai tersebut.

. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manaf pada tahun 2015
dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam
Melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode
2014-2019 Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011”. Pada
kesimpulannya, Abdul Manaf mengatakan bahwa :

“Pemilihan umum merupakan salah satu bukti perwujudan dari sistem

demokrasi. Untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil



Gubernur Riau Periode 2014-2019, menurut undang-undang nomor 15
tahun 2011 berdasarkan angket yang telah disebar kepada 135 orang
responden, yakni sebanyak 125 orang responden yang berasal dari
kelompok masyarakat dan 10 orang responden yang berasal dari pegawai
KPU Provinsi Riau-dapat diketahuisbahwa Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Riau belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun201%; di'nilai‘cukup berperan. Karena‘melalui angket
yang telah disebar kepada seluruh responden mereka berpendapat bahwa
pihak KPU Provinsi Riau cukup berperan dalam menjalankan perannya
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur provinsi riau periode 2014-2019”.

Dalam konteks penilaian penulis terkait dengan penelitian ini, penulis
berpendapat bahwa penelitian ini sudah cukup baik. Namun memang
perlu untuk menambah ketajaman analisis dalam kontkes peranan KPU
Riau itu dalam melaksanakan pemilihan gubernur tersebut. Konteks yang
kurang menurut ~penulis adalah bagaimana dari- sudut konseptual
pemilihan masih kurang tajam-analisasnya. Penelitian tersebut masih

terlalu yuridis dalam pemabahasannya.

. Sebuah penelitian tesis yang dilakukan oleh Edwar pada tahun 2017
dengan judul ™ “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kampar Tahun 2017 (Studi Tahapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara)”. Dalam kesimpulan penelitiannya, Edwar
mengatakan bahwa :

“Pertama, pelaksanaan tugas panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Kampar Tahun 2017 cukup baik, hal ini terlihat dari pengawasan akurasi



data pemilih dan penggunaan hak pemilih, ketersediaan perlengkapan
pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, pemberian uang
atau materi lainnya, keterlibatan penyelenggara negara dan ketaatan dan
kepatuhan terhadap tatacara pemungutan_dan penghitungan suara.
Kedua,-bahwa faktor. - faktor penghambat pelaksanaan tugas pantia
pengawas pemilihan umum kecamatan pada pemilihan bupati dan wakil
bupati kabupaten kampar tahun 2017 antara lain masih kurangnya
pembinaan yang:tdilakukan oleh™ panwas kecamatan dan panwas
kabupaten terhadap pengawas pemilu lapangan yang hanya berjumlah 1
(satu) orang untuk setiap desa/kelurahan yang diatur di dalam regulasi
tidak sesuai dengan jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang
berjumlah 3 (tiga) orang setiap desa/kelurahan serta masih kurangnya
sinergi antara panwas kecamatan dan panitia_pemilihan kecamatan. Hal
ini terlihat dari kesulitannya panwas kecamatan dan jajaran kesulitan
didalam mendapatkan data daripanitia pemilihan kecamatan dan
jajarannya’”.

Dalam konteks kurangnya pembinaan, yang dilakukan oleh panwas
kabupaten kampar dan ‘panwas-kecamatan terhadap Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) sebagaimana yang disebutkan peneliti, penulis
berpendapat bahwa hal tersebut kurang tepat. Sebab, berdasarkan
Undang-Undang, bahwa setiap PPLw.itu haruslah mendapatkan
Bimbingan Teknis dari Panitia Pengawas (Panwas). Penulis berpendapat
bahwa jika bimtek i1tu-tidak dilaksanakan pastilah ada gejolak yang
sangat luar biasa yang akan tercipta dalam pelaksanaan pemilihan kepala

daerah di Kabupaten Kampar itu.

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran alur pikir penelitian dengan judul “Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Calon Tunggal Dalam Pemilihan
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Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia”, maka penulis dapat tampilkan dalam

kerangka pikir sebagai berikut ini :

Gambar 1.1 : Kerangk

Pikir Penelitian Tentang Eva
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EVALUASI

af
PELA

l*@’-; ll2

1g Nomior 1012 e '{edua atas Undang-
omor #Tahin 2015 Tentang P i uran Pemerintah
ing-Undang Nemor 1 Tahun'% Tentang Remilihan'Gubernur,
Bupati dan'Walikota Menjad lanc

lon 7 Suber 1an lkota
B ACOKAVITES 4N  Rekomendasi
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2.4.  Konsep Oprasional
Untuk mempermudah mengartikan dan memahami istilah dalam penulisan
ini, maka penulis merasa perlu mengoprasionalkan atau memberi batasan mengenai
konsep - konsep dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud dengan :
a. Evaluasi adalah melihat dan membandingkan bagaimana rencana dan

hasilnya;
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b. Pelaksanaan adalah pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

2017.
2.5.  Oprasional Variabel
Dari konsep oprasionalisasi di atas dapat dilihat oprasional variabel dalam
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap calon tunggal dalam
pemilihan gubernur, bupati dan walikota di indonesia sebagaimana pada tabel

berikut ini :
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Tabel 1.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintah Terhadap Calon Tunggal Dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1.

pe penelitian
yang akan digu . Oleh kerena a nuUS pelitian yang telah
diuraikan ¢ 3, maka pe S N gat tepat jika
penelitian i enggunakan tipe penelitian “s: ode penelitian
dengan tip di literatu _I suatu pene Jasarkan sumber —
sumber pene :

I” alita (fenomena)
dengan konse eneliti sebagai guedline
sangat membut sep — konsep yang
cukup untuk mendu ermasalahan yang akan
diselesaikan.

3.2.  Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Terhadap Calon Tunggal Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota di Indonesia” pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah sebagai

berikut :
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a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) vyaitu

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

masalah yang dibahas;

3.3.

bagaimana sebuah pera yang memberikan amanah untuk
dilaksanakannya sebuah pemilihan kepala daerah, namun dalam
pelaksanaannya terindikasi tidak berjalan dengan baik.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data penunjang untuk mengupas pokok
permasalahan dalam penelitian ini. Sebagai contohnya, bagaimana

penulis memuat berbagai pendapat ahli dalam kaitannya dengan pokok
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permasalahan dalam penelitian ini sehingga pada akhirnya pendapat —

pendapat itu nantinya akan dijadikan sebagai pisau pengupas masalah

penelitian ini.
3.4.

g penulis
lakukan maka dalam
penelitian tah Terhadap
Calon Tun di Indonesia”,
penulis ha
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3 data yang penulis anggap

.

& LI\ 2
mencukupi sesuai dengan kebutu emudian data — data tersebut akan
penulis inventarisir dan kemudian diklasifikasikan sedemikian rupa untuk

dilakukan analisis.

Kemudian analisis yang akan dilakukan disini adalah sebuah analisis
deskriptif analitik untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang

dilakukan. Hal ini akan memungkinkan agar data — data tersebut dapat dipaparkan
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secara sistematis dan runtut dengan argumentasi yang dapat dipertanggung-

jawabkan.

3.6.

\E \2) B

Walikota d

dalam tabel

Tabel 111.1 anaan Kebijakan

lihan Gubernur,

€93 3 )E

No ] 2 ‘ linggu ke-)
. oy, Py Ll
“'ﬂ.limp‘.l" April 2019
1 12|34
1
Proposal
Penelitian
2 Konsultasi
Proposal
3 Seminar Usulan X
Penelitian
4 Pengolahan dan XX |X|Xx |X
Analisis  Data
Penelitian
5 Konsultasi XX [x | x |X
Tesis
6 Ujian X
Konprehensif
Tesis
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BAB IV

PEMBAHASAN

Walikota d S8 i akukar ngan 3 pendekatan

sebagaima

Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia merupakan suatu perintah dari sebuah
peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah
yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana dalam undang-undang ini



dejelaskan bahwa yang semula dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pemilihan kepala daerah mengharuskan kandidat calon minimal
2 (dua) pasangan calon, namun dalam undang-undang ini memperbolehkan
pemilihan kepala.daerah walau.hanya diikuti-oleh satu pasangan calon. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 ini

seperti telah dijelaskan dalam pembahasan di bab.sebelumnya.

Seperti dalam penjelasan pasal 54 C ini bahwa pemilihan dengan 1 (satu)

pasangan calon dilaksanakan dalam rangka memenuhi beberapa kondisi seperti :

a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang
mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut
dinyatakan memenuhi syarat;

b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan
berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang
dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai
dengan berakhirnya masa pembukaan:kembali pendaftaran tidak terdapat
pasangan calon yang mendaftar;

c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa
kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik
atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon
pengganti atau calon/pasangan pengganti yang diusulkan dinyatakan
tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)
pasangan calon;

d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau
gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon
pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan
dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) pasangan calon; atau

e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai
peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan
calon.

Kemudian sebagaimana juga telah penulis jelaskan dalam bab pendahuluan

bahwa pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan pada



bulan Februari tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah di Indonesia, dengan rincian 7
(tujuh) daerah Provinsi, 76 (tujuh puluh enam) daerah Kabupaten dan 8 (delapan)
daerah Kota. Dari 101 daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan
walikota ini terdapat 9 daerah yang melaksanakan pemilihan.dengan kondisi hanya
diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari 6 (enam) daerah

Kabupaten dan 3 (tiga) daerah Kota:

Kemudian, untuk mengupas bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dalam kondisi calon tunggal dibeberapa daerah Kabupaten/Kota tersebut
tentu kita akan membahasnya melalui bagaimana aturan main atau tata cara yang
telah ditetapkan didalam peraturan yang ada. Untuk melaksanakan pemilihan
dengan kondisi calon tunggal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut menetapkan sebuah
peraturan yakni Peraturan’ Kemisi, Pemilihan: Umum Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Selanjutnya, di dalam Peraturan KPU tersebut dijelaskan berbagai tata cara
dalam pelaksanaan pemilihan dengan kondisi calon tunggal yaitu dengan melalui
beberapa tahap diantaranya, Pertama, Kampanye. Kampanye sebagaimana
dimaksudkan disini adalah kampanye yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye®’,

174 pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
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Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan

metode!’ :

dan

‘&é’r jtuhan  Pengadaan
<o

Bsedlihan. Di dalam bagian ini

%
Pendistribusian Perlengkapa ‘ ‘

L\

dijelaskan bahwa sarana yang dig memberikan suara pada pemilihan

1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan

175 pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

176 pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.
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calon, nama pasangan calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak

setuju'’’.

Ul
foto

SR AN

au tidak setuju

akil Gubernur,

pengeluaran dana kampanye. Kemudie laporan dana kampanye pasangan calon
sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana kampanye pemilihan

177 pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.

178 pasal 14 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikotal”®.

Keempat, Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam tahapan ini
dijelaskan bahwa<Pemungutan.suara untuk.pemilihan 1 (satu) pasangan calon
dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara pemilinan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari/atau Walikota dan Wakil \Walikota secara
serentak pada hari dantanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU), kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan
programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak yang
dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pilihan setuju atau tidak
setujut®,

Kemudian, untuk keabsahan surat suara yang di coblos bisa dinyatakan sah
apabila ditandatangani oleh-Ketua KPPS dan_ diberi tanda-coblos pada kolom
pilihan setuju atau tidak setuju®®!. Selanjutnya, untuk pemungutan suara serta

penghitungan suara dikatakan bahwa tata caranya berpedoman kepada Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang hal tersebut'®,

179 pasal 15 Ayat (1 dan 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

180 pasal 17 dan 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.

181 pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.

182 pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan
Satu Pasangan Calon.



Kelima, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan. Pada tahapan ini dijelaskan bahwa tata cara rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan
berpedoman padasPeraturan Komisi Pemilihan - Umum (PKPU) yang mengatur
tentang.rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil. pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;, Bupati-dan/\Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Kemudian dijelaskan selanjutnya, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih apabila perolehan
suara setuju lebih banyak dari perolehan suara tidak setuju. Dalam hal jumlah
perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak.setuju, penentuan
pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah
perolehan suarayang lebih hanyak secara berjenjang. Sedangkan apabila perolehan
suara tidak setuju lebih banyak dari perolehan suara setuju, KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali
pada pemilihan serentak periode berikutnya®®s.

Dari tahapan sebagaimana dijelaskan diatas, secara umum Komisi
Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara atau badan yang
menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah tersebut sudah melaksanakan
tahapan — tahapan itu dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan

peraturan tersebut.

183 pasal 21, 22 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
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4.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan

Kondisi Calon Tunggal

elah dijabarkan

pada bab pembe sebe ; a efek : ensi memiliki kaitan

variabel input, dalam arti bahwa geluarkan modal yang besar untuk

memperoleh kegiatan usaha dapat dikatakan produktif, namun belum tentu efisien.

Nah, dalam pembahasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia dengan kondisi “Calon Tunggal”,

184 MacAndrews, Colin & Mas’oed, Mohtar. 2008. “Perbandingan Sistem Politik”. Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.



maka perlu kita bahas terlebih dahulu bagaimana hasil yang didapatkan dari

pelaksanaan pemilihan tersebut dan seberapa besar usaha yang dihasilkan.

Pertama, untuk.hal hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan
kondisi calon.-tunggal, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya
bahwa seluruh calon tunggal yang berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati
dan walikota serentak yang:ditaksanakan pada 15'Februari 2017 yang lalu, 9 daerah
yang mengalami kondisi calon tunggal berhasil dilaksanakan dengan lancar dan
dengan menghasilkan calon tunggal di sembilan daerah tersebut memenangkan
kontestasi. Artinya tidak satupun kotak kosong yang menjadi lawan tanding dari

calon tunggal yang mempu memenangi kontestasi.

Dalam konteks hasil sebagaimana diatas dapat Kita katakan bahwa hal
tersebut sudah .mencapai efektivitas dalam pemilihan. gubernur, bupati dan
walikota. Namun, hal tersebut ‘dalam*konteks pemilihan gubernur, bupati dan
walikota serentak yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang lalu. Berbeda
ceritanya jika pada helatan ini ada kotak kosong yang memenangkan kontestasi
tersebut, maka bisa dikatakan agenda pemilinan tersebut tidaklah mencapai
efektivitas yang diinginkan. Sebab, dalam hal pemiilihan gubernur, bupati dan
walikota tentunya memiliki tujuan untuk menghasilkan gubernur, bupati dan
walikota yang akan memimpin daerahnya dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan di daerahnya masing-masing. Artinya, ketika kotak kosong
memenangkan kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tujuan dari
pelaksanaan pemilihan tersebut tidak tercapai karena tidak menghasilkan kepala

daerah sebagaimana yang diinginkan dari pelaksanaan pemilihan tersebut.
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Kemudian dalam konteks efisiensi, pembicaraan pemilihan gubernur,
bupati dan walikota serentak dengan kondisi calon tunggal yang dilaksanakan pada

15 Februari 2017 yang lalu, tentu kita akan membicarakan terkait dengan upaya

daerah untuk : ata ak di daerahnya
masing — ma 3 ‘ : kan untuk itu,

kemudian berapz : : usia ang digunakan

Kemudian, berbicara sumber daya manusia maupun materi yang dibutuhkan

dapat kita lihat bagaimana pemilihan ini membutuhkan begitu banyak sumber daya

185 _jhat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang.

186 Tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota di indonesia yang dilaksanakan secara serentak
membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum, bahwa tahapan pemilihan tersebut akan memakan waktu sekitar 12
bulan atau setahun.
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manusia untuk mengisi setiap pos — pos pemilihan (seperti Panitian Pemilihan

Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk

desa/kelurahan hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disetiap
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Tabel V.1 : Tabel Rasio Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Dengan Kondisi Calon Tunggal Pada Tahun 2017 dengan
Daftar Pemilih Tetap.

No Kabupaten/Kota Anggaran (Rp) DPT - Pemilih

1. | Kota Tebi i— Sumatera | 13 Y 106.940 - 60.845
Utara

2. 541 - 174.676

“ERSTTAS | LAM

3. at & 5.663 - 711.414

4 K 4 7.222 - 237.354
Ba

5 Ka U 71.358 - 51.004
Te r '

6. | Ka M Teng ) 13.083 - 214.300
Maluku — - 1 —

7 Kot —Pap J r 294.063 - 142.592

8. | Kabupate r%~ i@ M i 16.439 - 16.197
Barat KANBA

9 Kota S 143.060 - 95.107

t < ili 2.435.369 — 1.703.489
187 https://www.hetanews.co i ilk ebing-tinggi-rp-131-miliar diakses

pada tanggal 25 Februari 201

188 http://www.nyokabar.com/berita-13

rp10-miliar.html diakses pada tanggal 25 Februari 2019
189 http://jateng.tribunnews.com/2016/03/18/akhirnya-pencairan-dana-pilkada-pati-dalam-satu-
tahun-anggaran diakses pada tanggal 25 Februari 2019
190 http://kpu-landakkab.go.id/berita-39-dana-pilkada-landak-335-milyar.html diakses pada
tanggal 25 Februari 2019
191 https://sultrakini.com/berita/anggaran-pilkada-buton-tahun-2017-sebesar-rp-24-milar diakses
pada tanggal 25 Februari 2019
192 https://bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-sukseskan-pilkada-maluku-tengah-dengan-
prinsip%E280%98masohi%E2%80%99 diakses pada tanggal 25 Februari 2019
193 https://kabarpapua.co/dana-pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-kota-jayapura-rp-52-milyar/
diakses pada tanggal 25 Februari 2019
194 https://www.aktual.com/5-kota-di-papua-keluarkan-anggaran-terbesar-di-pilkada-2017/ diakses
pada tanggal 25 Februari 2019
195 http://www.radarsorong.com/read/2016/05/20/45649/deal-dana-pilkada-kota-Rp-35-M-Cair-4-
Kali diakses pada tanggal 25 Februari 2019

-tulangbawang-barat-siapkan-anggaran-



https://www.hetanews.com/article/54170/dana-pilkada-kota-tebing-tinggi-rp-131-miliar
http://www.nyokabar.com/berita-1391-pilkada-2017-tulangbawang-barat-siapkan-anggaran-rp10-miliar.html
http://www.nyokabar.com/berita-1391-pilkada-2017-tulangbawang-barat-siapkan-anggaran-rp10-miliar.html
http://jateng.tribunnews.com/2016/03/18/akhirnya-pencairan-dana-pilkada-pati-dalam-satu-tahun-anggaran
http://jateng.tribunnews.com/2016/03/18/akhirnya-pencairan-dana-pilkada-pati-dalam-satu-tahun-anggaran
http://kpu-landakkab.go.id/berita-39-dana-pilkada-landak-335-milyar.html
https://sultrakini.com/berita/anggaran-pilkada-buton-tahun-2017-sebesar-rp-24-milar
https://bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-sukseskan-pilkada-maluku-tengah-dengan-prinsip%E280%98masohi%E2%80%99
https://bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-sukseskan-pilkada-maluku-tengah-dengan-prinsip%E280%98masohi%E2%80%99
https://kabarpapua.co/dana-pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-kota-jayapura-rp-52-milyar/
https://www.aktual.com/5-kota-di-papua-keluarkan-anggaran-terbesar-di-pilkada-2017/
http://www.radarsorong.com/read/2016/05/20/45649/deal-dana-pilkada-kota-Rp-35-M-Cair-4-Kali
http://www.radarsorong.com/read/2016/05/20/45649/deal-dana-pilkada-kota-Rp-35-M-Cair-4-Kali

Maka, dengan penjelasan sebagaimana diatas, dapat kita lihat bagaimana
pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan kondisi calon tunggal yang
dilaksanakan merupakan sesuatu yang memiliki potensi untuk tidak mencapai
efektivitas nya. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan.calon tunggal yang
bertarung akan memenangkan kontestasi, seperti contoh yang bisa kita lihat hari ini
adalah pemilihan walikota yang. dilaksanakan di. Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2018 yang lalu bahwa calon tunggal yang bertarung dikalahkan

oleh kotak kosong.

Kekalahan tersebut kemudian mengakibatkan tidak efektif nya pelaksanaan
pemilihan walikota tersebut. Sebab, dalam rangka melaksanakan pemilihan
walikota tersebut, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan walikota yang akan
memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar 5 tahun kedepan.
Namun, dikarenakan kekalahan .calon, tunggal “ini, tujuan pemilihan itu tidak
tercapai dan pada akhirnya mengakibatkan harus turun tangannya pemerintah pusat
untuk turut serta ‘mengurusi daerah Kota Makassar (dalam bentuk penempatan
Pejabat Sementara Walikota Makassar) dalam. beberapa waktu sampai pada
akhirnya pemilihan gubernur, ‘bupati-dan walikota serentak dilaksanakan pada

tahapan berikutnya.

Kemudian, dalam hal efisiensi pemilihan dengan pola yang demikian itu
juga hanya akan menghasilkan pemborosan anggaran daerah. Apalagi kalau kita
berbicara kemungkinan terjadinya kemenangan kotak kosong sebagaimana yang
dicontohkan diatas, maka anggaran yang dibutuhkan tentunya akan semakin besar

lagi (dua kali lipat, karena pemilihan dilaksanakan dua kali). Nah, andai anggaran
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untuk penyelenggaraan pemilihan tersebut dialihkan untuk hal — hal lain, tentu saja

efektivitas dan efisiensi nya akan lebih baik.

4.1.3. Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daera

diwarnai ari ara li itik ¢ kehendak publik,

kepentinga z : S an ) pemerintahan
daerah (ter ) diatur dalam
sejumlah U No. 22 Tahun

1948, UU ahun 19° 0. 5 Tahun 1974,

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD berhak
mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Namun, sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 hingga Undang-Undang No. 5

196 Suharizal, 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.
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tahun 1974, ketentuan Pemilihan Kepala Daerah tidak mengalami perubahan, yaitu

mengikuti ketentuan sebagai berikut ¥°’:

1. Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Q el teri Dalam

v
28

dilepaskan da : an (intervensi) elit at.atau dilingkaran

kekuasaan pre eharto. Ment ' No. kepala daerah

harus menjadi kepala daerah, meski calon kepala daerah memperoleh suara
terbanyak. Wewenang dan hak menentukan kepala daerah ada pada pemerintah

pusat. Hal tersebut tidak terlepas dari langgam sistem pemerintahan yang lebih

197 Suharizal, 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.

198 Suharizal, 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.
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menekankan asas dekonsentrasi (yang dalam pelaksanaannya asas sentralisasi)

daripada desentralisasi®®.

Setelah reformasi_bergulir, berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999, Pilkada

= :
Sg

erajat dengan
ada kekuasaan
ah pusat hanya

menetapka emilihan yang

dilakukan o at?0,

s 44 G

199 Suharizal, loc.it.

200 Syharizal, 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.

201 Suharizal, 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.
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Tabel IV.2 : Tabulasi Perbandingan Model Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dari

Beberapa Undang-Undang Yang Mengatur Pemerintahan Daerah.

No

<2 Nt Wt 0

N

atasnya.

. KND memilih beberapa

orang sebanyak-
banyaknya 5 orang
sebagai Badan Eksekutif,
yang bersama-sama yang
dipimpin oleh kepala
daerah  melaksanakan
pemerintahan daerah.

. Ketua BPRD dijabat

rangkap oleh kepala

Model Pemilihan




daerah sebagai kepala
badan eksekutif.
UU. No. 2| 1. Pemerintahan  Daerah | Kepala Daerah dipilih
Tahun 1948 terdiri  dari  Dewan | oleh pemerintah pusat
Perwakilan Rakyat | dari calon — calon yang
Daerah  dan  Dewand diajukan oleh DPRD.
Pemerintahan Daerah. DPRD berhak
2. Ketua dan Wakil Ketua | mengusulkan
Dewan Perwakilan | pemberhentian . seorang
Rakyat Daerah, dipilih | kepala ~ daerah kepada
darh =dan‘ ‘olefi| anggota | pemerintah pusat.
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
3. Kepala Daerah menjabat
Ketua Dan Anggota
Dewan  Pemerintahan
Daerah.
UU No. 1| 1. Perubahan daerah | 1. Kepala Daerah dipilih
Tahun 1957 otonom swapraja DPRD.
menjadi daerah | 2. Kepala daerah
swatantra dan daerah Tingkat | diangkat dan
istimewa, dimana diberhentikan  oleh
pembagian daerah presiden.
tersebut dibagi menjadi 3 | 3. Kepala daerah
tingkat. Tingkat 1l diangkat
2. Hubungan'| jpusat’ - dan dan diberhentikan
daerah. oleh menteri dalam
3. Sistem otonomi riil. negeri dan otonomi
4. Pemerintah daerah terdiri daerah, dari calon —
dari DPRD dan DPD. calon yang diajukan
5. Kekuasaan, tugas dan oleh DPRD yang
kewajiban DPRD bersangkutan.
semakin luas.
UU. No. 18| 1. Pemerintah Daerah | 1. Kepala Daerah dipilih
Tahun 1965 terdiri dari Kepala daerah DPRD.

dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

. Kepala daerah
melaksanakan  politik
pemerintahan dan

bertanggungjawab
kepada presiden melalui
menteri dalam negeri dan
menurut hierarkhi yang
ada.

2. Kepala daerah
Tingkat I diangkat dan

diberhentikan oleh
Presdien.

3. Kepala daerah
Tingkat 1l diangkat
dan diberhentikan
oleh menteri dalam
negeri dan otonomi

daerah, dari calon —
calon yang diajukan
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uu

. Daerah — daerah otonomi

3. Kepala Daerah dalam

menjalankan
pemerintahan sehari-hari
dibantu  oleh  Wakil
Kepala Daerah dan
Badan Pemerintah (pasa

provinsi, kabupaten/kota
masing — masing berdiri
sendiri dan tidak
mempunyai  hubungan
hierarkhi.

. Otonomi daerah provinsi

berkedudukan juga
sebagai daerah
administratif.

. Kepala daerah provinsi

dipimpin oleh seorang

olen DPRD yang
bersangkutan.

L\ \d

Daerah dipilih

BRI

daerah
I diangkat dan
tikan oleh

525

daerah
Il diangkat
diberhentikan
enteri dalam
dan otonomi
, dari calon —
yang diajukan
DPRD yang

35,

_h.’-" sangkutan.

bertanggungjawab
olen dan kepada
DPRD.

. Kepala daerah

Tingkat I diangkat dan
diberhentikan oleh
Presdien.

. Kepala daerah

Tingkat 1l diangkat
dan diberhentikan
oleh menteri dalam
negeri dan otonomi
daerah, dari calon —
calon yang diajukan




N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

gubernur, kepala daerah olen DPRD vyang
kabupaten dipimpin oleh bersangkutan.
bupati dan kepala daerah
kotamadya dipimpin
oleh walikota.
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Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu materidari Undang-Undang ini adalah mengenai
pilkada langsung yang dimuat dalam Bab IV tentang penyelenggaraan
pemerintahan, bagian kedelapan dari pasal 56 hingga pasal 119. Pada pokoknya

pasal — pasal tersebut mengatur tentang Pilkada langsung yang menurut ketentuan
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peralihan pasal 233 ayat (1) akan dilaksanakan mulai Juni 20052%, Inilah kemudian
yang menjadi dasar pelaksanakan pemilihan kepala daerah secara umum bagi

seluruh rakyat daerah yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

dengan

ahwa dalam

penelitian s
(Khususnya
sangat domi

yang enggan

\ A L)
Q
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o
o0
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=
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w
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3
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3
@D
3
O
=
=
QO
>

seorang peng

dengan alasan t

4.1.3.2.Pemilihan Kepala Daera bagai Negara

Sebagai bahan perbandingan bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala

daerah di berbagai negara yang di belahan dunia menjadi sangat penting mengingat

202 Suharizal. 2012. “Pemilukada. Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang . Jakarta :
Rajawali Pers.

203 http://thetanjungpuratimes.com/2016/11/14/pengamat-calon-tunggal-pilkada-kembali-ke-era-
orde-baru/ diakses pada tanggal 22 Februari 2019.


http://thetanjungpuratimes.com/2016/11/14/pengamat-calon-tunggal-pilkada-kembali-ke-era-orde-baru/
http://thetanjungpuratimes.com/2016/11/14/pengamat-calon-tunggal-pilkada-kembali-ke-era-orde-baru/

dalam dunia akademik konsep ideal dalam sebuah kebijakan adalah sesuatu yang

mutlak untuk dilaksanakan.

Sebelumnya, fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah
ini juga terjadi-disebabkan oleh ulah partai poltik yang ada. Bukan rahasia umum
lagi bahwa fenomena ini dikarenakan oleh permainan calon kepala daerah yang
melakukan pemborongan:partai” politik. Apakah’,itu dengan -melakukan pola
pembayaran (membeli partai) dalam tataran ekstrim atau dengan pola yang lebih
soft yaitu dengan melakukan deal — deal (kesepakatan) kekuasaan. Hal ini
kemudian yang mengakibatkan terbukanya peluang bagi seseorang tokoh yang
begitu dominan (baik dalam hal finansial maupun pengaruh) untuk melakukan aksi

— aksi untuk menjadikan dirinya sebagai calon tunggal dalam kontestasi itu.

Kemudian, jika kita berbicara terkait calon tunggal ini di berbagai negara
yang ada dibelahan dunia, sebenarnya hal-tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi
hal baru. Sebab di berbabgai negara hal tersebut sudah sering terjadi. Pada negara
— negara yang memiliki tradisi demokrasi yang mapan, ada mekanisme untuk
mengatasi persoalan calontunggal int. Jika dalam sebuah pemilihan kepala daerah
hanya ada satu pasangan calon (calontunggal), maka calon tersebut akan langsung
disahkan sebagai pemenang pemilihan. Di Amerika Serikat pola ini disebut dengan
Walkover (WO), sedangkan di Kanada hal penetapan ini di sebut dengan pola
Aklamasi.?®* Selain Amerika Serikat dan Kanada, Singapura, Malaysia dan Yaman

juga pernah mengalami fenomena calon tunggal ini, dan pola yang mereka lakukan

204 https://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/15000031/Calon. Tunggal?page=all diakses pada
tanggal 24 Februari 2019
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untuk Kkontestasi tersebut adalah pola Aklamasi tanpa mesti melaksanakan

pemungutan suara (Voting)?®.

Dalam tingkatan_ yang lebih tinggi, indonesia sendiri pernah melaksanakan

.:_"Er

nteks yang

ufakat yang

onesia selama 32

NG,

mewujudkan de ii : han yang dikatakan

Saksono?”’ " S rasi, | cputusa dapat ditempuh
setidaknya de ‘yang diyakini cara ini

Kemudian yang kedua adalah dengan cara voting (pemungutan suara). Langkah ini
biasa ditentukan jika dalam musyawarah mufakat tidak ditemukan keputusan yang

paling ideal. Konteksnya semua orang harus menghormati jhasil dari pemungutan

205 Jurnal “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”.
Oleh Wafia Silvi Dhesinta. 2016.

206 https://indi5416.wordpress.com/2017/05/09/akalamasi-demokrasi-subtansial-atau-kurang-
kompetitif/ diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

207 http://www.teropongsenayan.com/3712-musyawarah-mufakat-aklamasi-atau-voting diakses
pada tanggal 24 Februari2019


https://indi5416.wordpress.com/2017/05/09/akalamasi-demokrasi-subtansial-atau-kurang-kompetitif/
https://indi5416.wordpress.com/2017/05/09/akalamasi-demokrasi-subtansial-atau-kurang-kompetitif/
http://www.teropongsenayan.com/3712-musyawarah-mufakat-aklamasi-atau-voting
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suara, apapun hasil dan berapapun selisih suaranya. Serta yang terakhir dengan cara
Aklamasi. Hal ini biasanya dilakukan jika sudah ada gambaran kecenderungan

pilihan setiap orang yang mengarah kepada satu kandidat. Pada prinsipnya, ketiga

Indonesia padé ap ked 2 pad: . )17 yang lalu,
sebagaiman S terz Jala b an bahwa dari 101
daerah yang melaksa : :u 16T A\ ang melaksanakan
pemilihan dengar isi al da estasi nya. Dengan kondisi yang

demikian itu, ang mempertanya ang menyababkan

Secara umum, menurut R.S. lza Rumesten ada tiga faktor yang
menyebabkan terjadinya pasangan calon tunggal dalam sebuah pemilihan umum
kepala daerah?®. Pertama, mahalnya mahar politik dari partai pengusung, sehingga
jika ada calon petahana yang kuat, maka calon lain dipastikan akan berhitung ulang

untuk maju sebagai kandidat. Hal ini tentu masuk akal, sebab untuk maju sebagai

208 amp.tirto.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.
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calon saja mereka sudah harus mengeluarkan dana yang fantastis,belum lagi nanti

jika sudah resmi menjadi calon, tentu akan membutuhkan dana yang cukup banyak

untuk melakukan kegiatan kampanye mereka.

mengenai syara

Sebagaim
calon perorange le S T _"‘ anda  Penduduk

(KTP) sebanys i dae : ah Daftar Pe stap (DPT) nya tidak

Pemilihan Umum Pramono Ubaid owi. la mengatakan bahwa salah satu
faktor penyebab masih ada calon tunggal dalam pilkada adalah efek dari syarat
pencalonan yang semakin berat. la menyebutkan syarat bagi partai politik yang
akan mengusung calon kepala daerah harus memiliki minimal 20 persen jumlah

kursi DPRD itu memberatkan. Lalu, syarat batas minimal dukungan bagi calon



independen (perorangan) 6,5% dari jumlah pemilih tetap di daerahnya, menurutnya

juga menyulitkan®®,

Selain itu, Titi Anggraini (seorang direktur eksekutif perkumpulan untuk
pemilu dan demokrasi) mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa partai
politik lebih mendukung petahana ketimbang mencalonkan kadernya sendiri untuk
menjadi kepala daerah?®, Menurutnya, alasannya‘adalah kuatnya pengaruh ataupun
elektabilitas yang dimiliki petahana sehingga mereka merasa yakin tidak akan
mampu mengalahkan petahana tersebut. Hal ini juga disebabkan akan
dilangsungkannya Pemilihan Umum pada April 2019, sehingga mereka lebih

memilih mengehamat kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2019.

Selain itu, menurutnya partai politik lebih memilih untuk membangun
kompromi politik dengan petahana, lalu mendapatkan keuntungan electoral berupa
kompromi politik pasca terpilinnya, ketimbang menggunakan pilkada sebagai ajang

ujicoba kemampuan para kader dan struktur organisasi partai.

Terkait dengan faktor-faktor penyebab yang diutarakan oleh 1za Rumesten
ini, dalam pelaksanaan Pemilihan.Umum Kepala Daerah serentak tahun 2017 yang
lalu, bahwa 9 daerah yang melaksanakan pemilihan dengan kondisi calon tunggal
tersebut berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terlihat ada beberapa

kesamaan penyebab terjadinya calon tunggal dalam pemilihan tersebut.

20%nttps://nasional.tempo.co/read/1049268/ini-penyebab-belasan-daerah-hanya-ada-calon-tunggal-
di-pilkada, diakses pada tanggal 14 April 2019.

20nttp://news.okezone.com/read/2018/07/01/337/1916216/fenomena-calon-tunggal-di-16--daerah-
perludem-parpol-lebih-memilih-simpan-uang-untuk-pemilu-2019, diakses pada tanggal 14 April
2019.


https://nasional.tempo.co/read/1049268/ini-penyebab-belasan-daerah-hanya-ada-calon-tunggal-di-pilkada
https://nasional.tempo.co/read/1049268/ini-penyebab-belasan-daerah-hanya-ada-calon-tunggal-di-pilkada
http://news.okezone.com/read/2018/07/01/337/1916216/fenomena-calon-tunggal-di-16--daerah-perludem-parpol-lebih-memilih-simpan-uang-untuk-pemilu-2019
http://news.okezone.com/read/2018/07/01/337/1916216/fenomena-calon-tunggal-di-16--daerah-perludem-parpol-lebih-memilih-simpan-uang-untuk-pemilu-2019
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Kemudian, untuk lebih rinci seperti apa faktor yang menjadikan calon
tunggal tersebut, penulis merasa perlu untuk menjabarkan satu persatu dalam

bahasan ini terkait dengan calon tunggal yang tada di daerah — daerah sebagaimana

4.2.1.

ang merupakan

5 e &

salah satu ilihan umum
kepala dae ota dan Wakil
Walikota 1'; -2022. Dalam
pelaksanaa g uruh indonesia

tersebut, per

Tebing Tinggi ihe a.d but dimenangkan oleh

yang demikian, dapat dilihat bahwa pa asi hanya sekitar 55%. Kemudian, untuk
kotak kosong sebagai lawan dari calon tunggal tersebut, berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suara sebanyak 16.861 suara.

Sedangkan suara tidak sah berjumlah 2.047 suara?!®.

211 https://m.merdeka.com/politik/rain-41937-suara-calon-tunggal-menang-di-pilkada-tebing-
tinggi.html, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.
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Selanjutnya, pasangan calon tunggal yang merupakan petahana ini adalah
pasangan calon yang di usung oleh mayoritas partai politik yang ada di Kota Tebing

Tinggi. Partai — partai pengusung tersebut adalah Partai NasDem, Partai Demokrat,

tidak mengus : - : i ta. Sedangkan 1 partai
yakni Partai : arnya mengusung
calon petahana ya 1Ca g ilukada Kota Tebing

ota Tebing Tinggi menolak

Tinggi waktu itu, namu ,c Ty
L LIS N

PKPI yang mengusung pasanga Uunaidi Hasibuan - Oki Doni Siregar.

KPU Kota Tebing Tinggi beralasan bahwa PKPI tidak memiliki kepengurusan di

tingkat propinsi dan kabupaten/kota hingga digagalkan sebagai pengusung

212 portal.tebingtinggikota.go.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.
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pasangan calon. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ketua Dewan Pengurus Kota

(DPK) PKPI Kota Tebing Tinggi H Sofian Hasibuan?®,

Namun kemudian, polemik yang terjadi terkait dengan ditolaknya PKPI

pemilihan jala dae . ‘1’ a akan tetap
diselenggarakan dengan konc alon tungga an sisa kursi yang
hanya tingge dar ) R € dak lagi mencukupi

syarat pers

issue mahal politik tersebut?',
4.2.2. Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung merupakan salah

satu diantara sembilan daerah yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah

213 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/09/26/259000/pkpi-akan-menuntut-kpu-
tebingtinggi/, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.
214 pilkada. metrotv.news.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.


http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/09/26/259000/pkpi-akan-menuntut-kpu-tebingtinggi/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/09/26/259000/pkpi-akan-menuntut-kpu-tebingtinggi/

serentak pada Februari 2017 dengan kondisi kontestasi calon tunggal. Umar
Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, SE. MM yang merupakan satu-satunya calon yang
mengikuti kontestasi tersebut merupakan calon petahana atau incumbent yang
diusung oleh mayaetritas partai politik yang ada.di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi-Lampung. Partai — partai politik yang mengusung calon petahana ini antara
lain adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS),s Rartai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai
Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai NasDem.

Selanjutnya, dari seluruh partai politik yang mengusung calon petahana
sebagai calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. di kabupaten tlang bawang
barat provinsi lampung pada tahun 2017 yang lalu itu total kursi DPRD sebagai
syarat 20% untuk.menjadi calon-kepala daerahfcalon petahana Ahmad, SP., — Fauzi
Hasan, MM., mendapatkan kursi dukungan sebesar 100% dari total 30 kursi DPRD

yang ada di kabupaten tulang bawang barat®*®.

Fenomena calon tunggal dengan dukungan total dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ini merupakan suatu fenomena yang sangat mengejutkan dalam
percaturan politik dalam rangka kontestasi atau perebutan kursi elit sebagai kepala
daerah dalam suatu daerah kabupaten/kota yang ada di indonesia. Kemampuan
seseorang dalam merangkul seluruh elemen partai politik untuk mendukungnya

dalam sebuah kontestasi tentu merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa,

215 kputubabarat.blogspot.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.



mengingat dalam hal kontestasi sangat sulit rasanya untuk menahan para elit - elit
politik untuk bisa legawa dalam menahan diri untuk mengikuti proses perebutan
kursi kekuasaan. Hal ini (calon tunggal) tentu menjadi sangat ironi mengingat
tujuan setiap partai politik adalah untuk .merebut kekuasaan dalam rangka
melaksanakan program — program yang partai politik 1tu miliki untuk

mensejahterakan masyarakat umum:.

Selanjutnya, dalam hal kejadian calon tunggal di kabupaten tulang bawang
barat provinsi lampung, dimana calon tunggal yang merupakan calon petahana dan
mendapatkan dukungan 100% dari kursi DPRD yang ada, memiliki alasan — alasan
tertentu, salah-satunya karena memang sebagai petahana calon tunggal ini
dipandang berhasil dalam memimpin kabupaten tulang bawang barat pada periode
pertama. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Ponco Nugroho-(selasa, 27.september 2016) bahwa pasangan calon
Umar-Fauzi itu diusung karena program dalam periode pertama pemerintahan
dianggap berhasil, sehingga diusung di periode kedua. "Program Pak Umar cocok
dengan kawan-kawan partai, dan visi misi masing-masing partai. Pak Umar terbukti

dengan program beliau untuk masyarakat seperti infrastrutur dan lainnya”?,

Kemudian, dalam rilis yang publikasi olen Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai penyelenggara pemilihan, didapatkan
hasil pemilihan yang dimenangkan oleh calon tunggal setelah mengalahkan kotak

kosong dengan persentase kemenangan 96,75% dan total raihan suara yaitu 167.512

216 detik.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
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suara, sedangkan untuk kotak kosong berjumlah 5.923 suara dengan suara tidak sah
berjumlah 1.241 suara. Dalam pemilihan kali ini, Daftar Pemilih Tetap berjumlah

sebanyak 197.541 suara dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak

4.2.3.

daerah yang melaksanakan pen : 313 : calon tunggal

pada tahap ked han kep ak Y. elar pada bulan
~~

Februari 20 Kabupaten Pati

tersebut H. I satu-satunya

pasangan calnyang mengi an calon petahana

Sedangkan Partai NasDem yang merupakan partai sisa selain kedelapan
partai diatas hanya memiliki 4 kursi DPRD sehingga belum memenuhi syarat untuk
mengusung calon sendiri untuk melawan calon petahana yang telah diusung

mayoritas partai yang ada. Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

217 www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.


http://www.kpu.go.id/

Pati sendiri pada periode 2014-2019 berjumlah 50 kursi yang mana 50 kursi DPRD

tersebut hanya dimiliki oleh 9 partai politik.

Kemudian, dari.sembilan daerah yang melaksanakan pemilihan kepala
daerah dengan-kondisi calon tunggal menurut hemat peneliti, fenomena yang ada
di Kabupaten Pati ini menjadi yang paling menarik, sebab dari kesembilan daerah
yang menghelat pemilihandengan calon tunggal‘itu;’ yang paling santer diberitakan
(khususnya saat hari H pemilihan) adalah Kabupaten Pati. Peneliti mencontohkan
saat hari pemilihan beredar berita yang mengatakan calon tunggal di Kabupaten Pati
dikalahkan oleh Kotak Kosong. Seperti yang dimuat oleh salah satu media nasional

dengan judul “Unik! Calon Tunggal Pilkada Pati Dikalahkan Kotak Kosong”?®,

Sebelumnya, saling klaim antara pendukung kotak kosong dengan
pendukung calontunggal terus terjadi seperti yang diberitakan oleh salah satu media
dengan judul berita “Pilkada Pati, Calon Tunggal dan Kotak Kosong Saling Klaim
Kemenangan”?®, Namun kemudian, berdasarkan hasil hitung cepat Komisi
Pepilihinan Umum" Kabupaten Pati berbasis data form C1 dari semua Tempat
Pemungutan Suara yang tuntas pada kamis sore (16/2/2017), pasangan Haryanto-
Saiful Arifin memenangi pemilihantanpa lawan ini. Pasangan ini meraup 74,52
persen suara sah atau 519.688 pemilih. Sementara jumlah pemilih kotak kosong
mencapai 25,48 persen, yakni 177.682 suara, sedangkan suara tidak sah berjumlah

15.195 suara.

218 syara.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
219 peritasatu.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
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Kemudian, berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa suara sah dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan kondisi calon tunggal di Kabupaten Pati

ini sendiri sebanyak 696.310 suara dari total 711.402 pemilih yang menggunakan

dilakukan pada

bulan februari ta ) - s asa dan Heculanus

Dalam kontestasi ini, Karoline dan't anus mendapatkan dukungan dari Partali
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Kesatuan
Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai NasDem,

Partai Gerindra serta Partai Amanat Nasional (PAN).

220 https://www.patinews.com/partisipasi-pemilih-pilkada-pati-2017-capai-687/, diakses pada
tanggal 15 Januari 2019.



Koalisi pengusung pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Landak ini berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Landak yaitu berjumlah 32 kursi DPRD??. Adapun rincian
penyebaran kursi DPRD yang mengusung pasangan calon tunggal ini adalah, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 11 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai
Kesatuan Bangsa (PKB) 2 kursi,cPartai-Golkar 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) 1 Kursi, Partai NasDem 5 kursi, Partai Gerindra 4 Kursi serta Partai
Amanat Nasional (PAN) dengan 2 kursi???, Sedangkan dua partai lain yang ada di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yaitu Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi DPRD dan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) dengan 2 kursi DPRD tidak mengusung pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati dalam kontestasi ini.

Kemudian, berdasarkan-hasil yang dirilis-oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak, Karoline dan Herculanus memenangkan kontestasi melawan
kotak kosong itu dengan persentase kemenangan yang sangat mutlak dengan suara
sebesar 96,72% dan total raihan suara yakni 226.378 suara melawan 7.673 suara
yang memilih kotak kosong. Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Landak pada
pemilihan ini berjumlah 257.222 dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar

237.354 pemilih dengan suara tidak sah sebanyak 3.544 suara®?.

221 koranparlemen.blogspot.com, diakses pada 15 Januari 2019.

222 http://korankalbar.blogspot.com/2014/09/daftar-anggota-dprd-kabupaten-landak. html?m=0,
diakses pada 15 Januari 20109.

223 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/kalimantan_barat/landak, diakses pada 15 Januari 2019.


http://korankalbar.blogspot.com/2014/09/daftar-anggota-dprd-kabupaten-landak.html?m=0
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4.2.5. Kabupaten Buton

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak

pada 15 Februari 20 ang lalu merupakan pemilukada serentak tahap kedua.

anya diikuti

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai NasDem, Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI). Koalisi delapan partai politik ini menguasai DPRD
Kabupaten Buton dengan 23 kursi dari total 25 kursi. Sedangkan sisa 2 kursi yang

ada merupakan kursi DPRD milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
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yang mengusung pasangan H. Hamin — Farid Bachmid??*, Namun pasangan calon
ini tidak bisa diterima oleh KPU Kabupaten Buton dikarenakan kurangnya syarat

dukungan yaitu 20% kursi DPRD yang jika dikonversi dalam jumlah kursi adalah

ini dengan persentase s 3% da 27.512 suara.
Sedangkan ada
49.959 dan Pemilih Tetap

sendiri, pada | i : e 58 suara dengan

pada 15 Februari 2017 yang lalu merupakan pemilukada serentak tahap kedua. Ada
beberapa daerah kabupaten/kota yang pada pemilukada serentak tahap kedua ini

yang melaksanakan pemilihan dengan hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau

224 nttps://kendaripos.co.id/2016/09/borong-parpol-umar-bakry-akan-lawan-kota-kosong-di-
pilkada-buton/, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

225 https://news.detik.com/berita/d-3423977/ditahan-kpk-samsu-umar-menang-lawan-kotak-
kosong-di-pilbup-buton, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.
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https://news.detik.com/berita/d-3423977/ditahan-kpk-samsu-umar-menang-lawan-kotak-kosong-di-pilbup-buton
https://news.detik.com/berita/d-3423977/ditahan-kpk-samsu-umar-menang-lawan-kotak-kosong-di-pilbup-buton

calon tunggal. Salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan dalam kondisi

calon tunggal adalah Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Provinsi Maluku.

Pada pemilihan.bupati dan wakil bupati di kabupaten Maluku Tengah ini,
satu-satunya pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh
Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah yaitu pasangan calon Tuasikal Abua, SH
yang berpasangan dengan.Martlatu L.Leleury, SE./Berdasarkan penelitian literatur
yang peneliti lakukan dari berbagai sumber, bahwa dalam pelaksanaan tahapan
pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di kabupaten maluku tengah, ada

beberapa pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi itu.

Salah satu pasangan calon yang melakukan pendaftaran adalah Azis
Mahulete yang berpasangan dengan Jhon Lewerissa yang di dukung oleh Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun
dukungan kursi DPRD yang mereka miliki-hanya berjumlah 5 kursi dengan rincian
PKB 4 kursi dan PPP 1 kursi. Pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya yang
maju lewat jalur perseorangan yaitu Isnain Nukuhail dan Jacob Soakalune tidak
memenuhi persyaratan sesual aturan pasangansini belum memiliki dukungan KTP

yang cukup??,

Untuk sekedar diketahui, bahwa fenomena terjadinya calon tunggal dalam
pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana

dijelaskan diatas merupakan imbas dari pemborongan partai politik yang dilakukan

226 http://ambonekspres. fajar.co.id/2016/09/23/abua-pupuskan-harapan-koalisi/, diakses pada
tanggal 18 Januari 2019.


http://ambonekspres.fajar.co.id/2016/09/23/abua-pupuskan-harapan-koalisi/

oleh pasangan Tuasikal Abua, SH dan Martlatu L.Leleury, SE. Sebagaimana yang
diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah, bahwa dalam
pemilukada yang dihelat pada tahun 2017 yang lalu itu, Tuasikal Abua, SH dan
Martlatu L.Leleury, SE berhasil.memborong.9.partai politik yang memiliki kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah. Adapun
partai politik yang berhasil di.gaet Tuasikal Abua, SH dan Martlatu L.Leleury, SE
pada pemilukada Kabupaten Maluku Tengah itu adalah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Bulan Bintang (PBBO dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)?*’,

Selanjutnya, koalisi partai politik ini_adalah koalisi yang menguasai
mayoritas kursi yang ada di Dewan Pwerwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Maluku Tengah'dengan 34 kursindati‘total 40 kursi.DPRD??8, Adapun
sisa kursi DPRD Kabupaten Maluku Tengah tidak lagi memenuhi syarat 20% kursi
yang berjumlah minimal 8 kursi, karena jumlah yang tersisa hanya 6 kursi DPRD.
Adapun keenam kursi yang tersisa tersebut merupakan kursi DPRD milik Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 Kkursi

dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 kursi.

Kemudian, dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di

Kabupaten Maluku Tengah ini??°, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan

227 http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/pilkada-maluku-tengah-hanya-diikuti-calon-tunggal. html,
diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

228 kpu-malukuprov.go.id, diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

229 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak tahap Kedua (15 Febriuari 2017)
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olen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton memperlihatkan bahwa
pemilukada ini dimenangkan oleh pasangan calon tunggal yang melawan kotak

kosong. Pasangan calon tunggal Tuasikal Abua, SH dan Martlatu L.Leleury, SE

Maluku ' - % : ﬂ pemilih yang

berpartisipa ah sebes ara calon tunggal

mendapatka g yang - dijelaska osong sendiri
mendapatka : : ) ara 1‘ h berjumlah 5.317

suara®!,

Salah satu dari sembilan daerah tersebut adalah Kota Jayapura yang ada di Provinsi

Papua.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa terjadinya fenomena calon tunggal

kepala daerah di Kota Jayapura ini adalah merupakan bagian dari upaya yang

230 http://m.kbr.id/nasional/02-2017/pilkada_2017, diakses pada tanggal 18 Januari 2019.
231 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/maluku/maluku_tengah, diakses pada tanggal 18 Januari
2019


http://m.kbr.id/nasional/02-2017/pilkada_2017
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/maluku/maluku_tengah

dilakukan oleh pasangan calon tunggal ini untuk memborong partai politik yang
memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, yang
mana hal ini merupakan salah satu syarat yang ditetapkan melalui peraturan
perundang-undangan. Kemudian, dengan upaya yang dilakukan Benhur Tomi
Mano dan wakilnya Rustam Saru itu sehingga menghambat tokoh lain untuk
mencalonkan diri untuk menjadiccalon-walikota dan wakil walikota. Berdasarkan
hasil penelusuran yang penelitian yang peneliti lakukan melalui berbagai media,
bahwa Pasangan calon ini mendapat dukungan dari beberapa partai politik seperti
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai
Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra®®?.

Sebelumnya, satu pasangan calon lain yang mendaftarkan diri ke Komisi
Pemilihan Umum Kota Jayapura:Boy Markus'Dawir dan Nuralam yang didukung
oleh 4 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB)
dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dikarenakan keabsahan dari
surat dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepada
pasangan BMD-Alam yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris
Jenderal yang semestinya tandatangan itu adalah tandatangan Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal partai. Hal ini juga sebagaimana yang diputuskan oleh

232 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Jayapura_2017, diakses pada
tanggal 19 Januari 2019.


https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Hanura
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasdem
https://id.wikipedia.org/wiki/Golkar
https://id.wikipedia.org/wiki/PDIP
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerindra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Jayapura_2017

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugugatan pasangan calon lawan

yaitu pasangan BTM-Harus?,

Oleh karena itus.pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai
penyelengga pesta demaokrasi ini menilai rekomendasi yang ditandatangani Ketua
Umum PKPI Isran Noor bersama Wakil Sekretaris Jenderal Takudeng Parawangsa
tidak sah. Hal ini kemudian.membuat dukungan‘kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Jayapura untuk pasangan calon BMD-Alam tinggal 7 kursi
dan 7 kursi ini tidak memenuhi syarat minimal yaitu minimal 8 kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura sebagai syarat 20% dukungan

partai politik yang memiliki kursi DPRD.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah pada
tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang di rilis
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura selaku pihak penyelenggara
pemilihan, memperlihatkan bahwa pasangan calon tunggal yaitu Benhur Tomi
Mano dan wakilnya Rustam Saru memenangkan Kkontestasi ini dengan
mengalahkan kotak kosong sebagai lawannya.dengan perolehan suara sebanyak
115.996 (84.34%). Sedangkan kotak kesong memiliki perolehan suara sebanyak

21.545 (15.66%)%.

Kemudian, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota Jayapura

ini berjumlah 294.063 pemilih dengan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah

233 https://politik.rmol.co/read/2017/01/12/276136, diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
234 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Jayapura_2017, diakses pada
tanggal 15 Februari 2019.
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142.592 pemilih. Sedangkan dari seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya

dalam pemilihan Walikota Jayapura ini, ada suara tidak sah sebanyak 5.051

suara?®,

beberapa daera tingkat lokal

(daerah) d umkan oleh komisi
pemilihan embilan daerah
yang mela salah satu nya

adalah kabu

Calo ang menjad atunya, pasa alon bupati dan wakil
bupati pada pe K ambra asangan Gabriel Asem,

SE, M.Si dan 3 3 I menjadi pasangan

dari delapan partai politik yang memiliki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Tambrauw.

Untuk diketahui partai politik pengusung pasangan calon tunggal ini adalah

adalah Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai

235 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/kota_jayapura, diakses pada tanggal 15 Februari
2019.


https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/kota_jayapura

Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Koalisi
kedelapan partai politik ini adalah koalisi yang menguasai mayoritas (17 dari 20)2%

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tambrauw.

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten
Tambrauw pada tahun 201.7-yang falu itu, bahwa semua tahapan sudah dilaksanakan
dengan baik, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap pemilihan atau pemungutan
suara. Dalam hal mengakomodir kepentingan masyarakat untuk mendaftarkan
pasangan calon lain untuk melawan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw juga sudah melakukan
perpanjangan pendaftaran selama 3 Kkali 24 jam. Namun dalam perpanjangan
pendaftaran tersebut, tidak juga ada pasangan calon lain yang mendaftarkan diri,

sehingga mau tidak mau kondisi calon,tunggalitidak lagi dapat terelakkan.

Kemudian, dalam pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten
Tambrauw tersebut, seperti mana yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tambrauw sebagai_pihak penyelenggara hajatan demokrasi tersebut,
bahwa pasangan calon tunggal Gabriel Asem, SE, M.Si dan Mesak Metusala
Yekwam, SH memenangkan kontestasi dengan persentase 90,06% dan total raihan
suara 14.608 suara dari total suara sah yang berjumlah 16.086%%’. Sedangkan Kotak

Kosong sebagai lawan dari calon tunggal dalam pemilihan tersebut mendapatkan

236 https://www.jariungu.com/parlemen_profil.php, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.
237 https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/886111-semua-calon-tunggal-pilkada-menang-lawan-
kotak-kosong, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.


https://www.jariungu.com/parlemen_profil.php
https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/886111-semua-calon-tunggal-pilkada-menang-lawan-kotak-kosong
https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/886111-semua-calon-tunggal-pilkada-menang-lawan-kotak-kosong

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

suara 1.613 suara dengan persentase 9,94%. Untuk sekedar kita ketahui bahwa
dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten tambrauw pada

tahun 2017 yang lalu, daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya dalam

ANy,

at, merupakan
satu dari epala Daerah
(Pemilukadz uari 2017 yang

lalu. Kemud

AN LAY

‘\i

bilan daerah yang

lihan deng : > s kedua itu.

3 arat ini terjadi karena
& :

adanya penyusu 1an on tunggal tersebut
ya peny <@ g9

Rakyat Daerah (DPRD) minimal 20% kursi (minimal mendapatkan dukungan

masyarakat yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk).

Dalam helatan pesta demokrasi ini, Drs. EC. Lambert Hus Jitmau, MM dan

Dr. Hj. Fahima Iskandar yang menjadi kandidat satu-satunya dalam pemilukada

238 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua_barat/tambrauw, diakses pada tanggal 16 Februari
2019


https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua_barat/tambrauw

Kota Sorong Provinsi Papua Barat seperti yang peneliti telusuri dari berbagai
sumber mendapatkan dukungan dari delapan partai politik yang notabane-nya
koalisi partai politik ini adalah penguasa mayoritas kursi DPRD Kota Sorong.
Adapun partai — partai politik-pengusung calen tunggal itu.adalah Partai Golkar
dengan 8 kursi, Partai Demokrat dengan 5 kursi, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) dengan 3 kugst, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3 kursi,
Partai NasDem dengan 3 kursi, Partai Gerindra dengan 2 kursi, Partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura) yang memiliki 2 kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
memiliki 1 kursi®®®. Total koalisi ini secara persentase bahwa koalisi ini memiliki
persentase 90% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dari total

kursi DPRD Keta Sorong yang berjumlah 30 Anggota.

Partai lain yang memiliki kursi DPRD di Kota Serong adalah Partai
Persatuan Pembangunan (PPR)-1kursi, Partai-Bulan Bintang (PBB) 1 kursi dan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1 kursi?®. Dengan sisa kursi ini
membuat kandidat lain yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi Walikota dan
Wakil Walikota Kota Sorong tidak lagi memenuhi syarat jika melalui jalur
dukungan Partai Politik, karena"3 kursi yang tersisa itu tidak mencukupi dukungan
partai politik minimal 20% kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Sorong sebagaimana yang menjadi peraturan perundang-undangan.
Selain itu, memang ada upayalain yang dapat ditempuh untuk mencalonkan diri,

yaitu dengan menggunakan jalur independen yang syaratnya adalah mendapatkan

239 http://sionstudyclub.blogspot.com/2014/05/daftar-anggota-dprd-kota-sorong.html, diakses pada
tanggal 16 Februari 2019.
240 | oc.cit
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dukungan dari masyarakat. Namun melalui jalur ini merupakan sesuatu yang
teramat sulit karena hal ini membutuhkan dukungan masyarakat yang besar dengan

dibuktikan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk masyarakat yang bersangkutan.

raihan persentase suara 78,09% dan total ra apatkan adalah
sebesar 73.
suara sebese
pemilihan ke

Pemilihan Umum ta-Se ber| emilih. Selanjutnya,

241 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua_barat/kota_sorong, diakses pada tanggal 16
Februari 2019.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

a fenomena
dalam pene
Pemilihan C dilaksanakan
pada tanggal 1 satu pasangan
calon kep of: C ._ : al). ’ _' akukan penelitian

melalui setiap proses

perundang-undangan.

5.2.  Saran

Berdasarkan fenemona penelitian, setelah dilakukan pembahasan dan
ditarik kesimpulan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pada poin ini
penulis akan menyarakan beberapa hal terkait dengan pokok permasalahan dalam

penelitian ini. Adapun saran — saran tersebut yaitu :



Pertama, perlu dilakukan kajian ulang terkait dengan kebijakan pemerintah
tentang calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Hal ini penulis utarakan mengingat dalam konteks
demokrasi, “voting” bukanlah satu-satunya_ jalan yang bisa.ditempuh, melainkan
ada jalan “Aklamasi” sebagaimana yang diterapkan di negara Kanada ataupun
konsep “Walk Out” yang dipakaioleh'negara Amecrika Serikat dalam melaksanakan
kontestasi’ demokrasi dengan kondisi “Calon Tunggal”. Hal tersebut juga tentu

merupakan wujud dari demokrasi itu sendiri.

Kedua, dalam konteks efektivitas dan efesiensi penulis menyarankan agar
dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap calon tunggal
dalam pemilihan kepala daerah ini. Sebab, berdasarkan analisis yang peneliti
lakukan, bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dengan
kondisi calon tunggal ini ‘membutuhkan sumberdaya (baik manuusia maupun
finansial) yang cukup besar. Selain itu, proses ini juga membutuhkan waktu yang
sangat panjang, mulai dari tahapan kampanye hingga tahapan pemilihan sampai
pada tahapan penetapan pemenang kontestasi.«Sementara disisi lain, jika kita
melihat pada konsep demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan
pemerintah ini, ada sebuah konsep demokrasi yang tidak mesti melakukan voting
atau pemungutan suara untuk menentukan hasil pemilihan yaitu proses “Aklamasi”
sebagaimana yang diterapkan di berbagai negara. Proses Aklamasi ini tentunya akan
memberikan nilai efektivitas dan efisiensi yang lebih tepat. Mengingat dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan

atau menghasilkan pemimpin bagi masyarakat di tingkatan lokal atau daerah.
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Ketiga, dalam konteks terjadinya fenomena “Calon Tunggal” dalam
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia, sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya, maka perlu juga dilakukan kajian ulang terhadap

kemudian i r al politik untuk

mencalonka ja al ang diatur dalam

persyaratan Ingan partai politik me are jan yang paling
b o

utama dalam konte ik di indonesia. He dian yang membuat
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